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KATA PENGANTAR 
 
 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran 
yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi 
kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya 
dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 
untuk meningkatkan kinerjanya. 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 disusun 
dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan 
mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama 
Tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja 
Sekretariat Jenderal. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan 
digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pertanian secara berkelanjutan. 

 
Jakarta,       Februari 2018    
Sekretaris Jenderal, 

      
   
  
 
 

Hari Priyono 
NIP. 19581214 198403 1 002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas 
pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 
2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk 
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama 
tahun 2017.   

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. 
Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat 
Jenderal Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dijelaskan 
upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan 
program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2017.   

Dalam upaya merealisasikan good governance, Sekretariat Jenderal telah 
melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, 
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 
Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019.  

Visi Sekretariat Jenderal adalah Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam 
Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administratif Kementerian. Untuk 
mewujudkan visi tersebut diatas, Misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) 
Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan 
yang baik; (2) Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan 
profesional.  
 
Dengan ditetapkannnya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan 
penyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan 
prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan.  Sebagai dukungan 
terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian  adalah Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan 
Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan 

Sasaran Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan 
serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup 
Kementan. 
Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2017 
menetapkan 1 sasaran program dengan 6 indikator kinerja. Indikator Kinerja 
Sasaran Program yang dimaksud adalah: (1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian, 
dengan indikator keberhasilan SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 81; (2) 
Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan indikator keberhasilan 
laporan keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) 
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Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator keberhasilan 
Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja dengan target nilai 74 (4) Kesepakatan 
Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti, dengan indikator keberhasilan 
kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 82 %; (5) Nilai Kualitas 
Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian dengan indikator keberhasilan 
target nilai IKM 82; serta (6) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pertanian dengan indikator keberhasilan target nilai IKM 82. 
Sampai dengan akhir waktu penyampaian laporan kinerja Sekretariat Jenderal, dari 
6 (enam) indikator baru 3 (tiga) yang dikatahui nilai capaiannya, yaitu Kesepakatan 
Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 182,9% (sangat 
Berhasil), Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian dengan 
capaian kinerja 101,34% (Sangat Berhasil), dan Nilai Kualitas Pelayanan Publik 
(IKM) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan capaian kinerja 97,35% 
(Berhasil).  

Pada tahun 2017, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total 
alokasi anggaran sebesar Rp1.446.100.068.000,- yang bersumber dari Anggaran 
Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai 
Rp1.381.259.009.312,- atau 95,52. Adapun dari total anggaran Sekretariat Jenderal 
sebanyak  Rp855.725.000.000,- (59,17%) dipergunakan untuk alokasi Tunjangan 
Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2017 dengan realisasi sebesar 
Rp846.801.770.722,- (98,96%). 

Sekretariat Jenderal akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta 
menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian 
sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua 
sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk 
tahun selanjutnya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Penerapan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi 
pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 
2017 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 
tahun 2017, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Di 
samping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menuju 
terwujudnya good governance dan clean governance, wujud transparansi dan 
akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu 
peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan 
masukan/umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian ke depan. 

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: (a) mempersiapkan dan 
menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis 
untuk mencapai tujuan; (b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan; (c) menyusun 
Perjanjian Kinerja; (d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman 
kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-
upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual, dan antisipasi terhadap 
kendala yang mungkin timbul; (e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi secara seksama; (f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi 
kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan 
membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya; serta g) melakukan evaluasi 
secara keseluruhan.  
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Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh 7 
(tujuh) Biro dan 4 (empat) Pusat. Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, tugas dan fungsi masing-masing 
Biro/Pusat sebagai berikut: 

1.     Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan 
penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan 
tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah 

pertanian;  
b. Penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program 

pembangunan pertanian;  
c. Penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;  
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan 

pertanian; dan  
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.  

 

 2 

Penerapan SAKIP tahun 2017 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya 
dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan 
Renstra Periode tahun 2015-2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi 
secara optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam 
pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari 
praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan 
suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat 
Jenderal di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk 
mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan, dan 
permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program, 
dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang pada 
gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun 
kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 
B.   Organisasi dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya 
tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; 
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian 
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arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian; 

4.  Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana; 
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan  

advokasi hukum;  
6.  Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
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5. Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan 
penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan 
pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaah;  
c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 
d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;  
e. Pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan  
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan 

Pengadaan.  
6.     Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.  
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kerja Sama 
Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 
a.    Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama 

bilateral di bidang pertanian;  
b. Penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama 

regional di bidang pertanian;  
c. Penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama 

multilateral di bidang pertanian;  
d. Penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;  
e. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan  
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar 

Negeri.  
7.     Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas 

melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar 
lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian.  Dalam 
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hubungan Masyarakat 
dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: 
a.   Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat;  
b.   Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian;  
c.  Pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; dan  
d.   Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan 

Masyarakat dan Informasi Publik.  
8.     Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, pengolahan, analisis dan pengembangan sistem informasi 
pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. Dalam 
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana, program, anggaran; 
b. Pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian; 
c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan 

informasi komoditas pertanian; 
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2.     Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan 
kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta 

pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;  
b. Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi 

reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaraan 
sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;  

c. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja 
pegawai;  

d. Pelaksanaan mutasi pegawai; dan  
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan 

Kepegawaian.  
3.     Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip 
dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP); 
b. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian; 
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Pertanian; 
d. Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan 

pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; 
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan. 

4.      Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. Dalam 
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di 

bidang pertanian; 
b. Pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 

pertanian;  
c. Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi 

hukum;  
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum. 
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11.   Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas 
melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. 
Dalam melaksanakan tugasnyaPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanianmenyelenggarakan fungsi: 
a.  Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; 
b.  Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan 

pertanian; 
c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian; 
d. Pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan 

kebijakan pertanian; 
e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan 

pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; 
f. Pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial 

ekonomi dan kebijakan pertanian; dan 
g.    Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi 

dan Kebijakan Pertanian. 
 

C.   Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal 

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2017 
berjumlah 1.320 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 4 orang, 
golongan II sebanyak 132 orang, golongan III sebanyak 966 orang, dan golongan IV 
sebanyak 218 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 
368 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 93 orang, S1 sebanyak 527 orang, S2 
sebanyak 282 orang, dan S3 sebanyak 50 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar 
di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, untuk Biro Perencanaan jumlah 
pegawai sebanyak 101 orang, Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 195 
orang, Biro Hukum sebanyak 45 orang, Biro Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 
114 orang, Biro Umum dan Pengadaan sebanyak 290 orang, Biro Hubungan 
Masyarakat dan Informasi Publik sebanyak 91 orang, Pusat Kerjasama Luar Negeri 
sebanyak 75 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak 112 orang, Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebanyak 84 orang, Pusat 
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebanyak 135 orang, serta Pusat 
Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian sebanyak 77 orang. Secara 
rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal seperti 
pada Lampiran 1. 

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2017 
mengalami penurunan sebanyak 111 orang (7,8%) dibandingkan dengan tahun 
2016 yang berjumlah 1.431 orang. Pengurangan ini  disebabkan karena  pada tahun 
2017 banyak pegawai yang memasuki masa pensiun.  
 
D.  Tantangan dan Permasalahan 
Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di 
lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal  dihadapkan berbagai 
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d. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan 
informasi nonkomoditas pertanian; 

e. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan system informasi 
Kementerian Pertanian; dan  

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian. 

9.     Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian                 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran 
varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelindungan 
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 
a.   Penyusunan  program, rencana kegiatan  dan anggaran; 
b.   Pelaksanaan kerja sama dan publikasi; 
c. Pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan 

pertanian; 
d. Pelaksanaan pemeriksanaan perlindungan varietas tanaman; 
e. Pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman; 
f. Pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan 

varietas tanaman; 
g. Pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas 

hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;  
h. Penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau 

pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang 
pertanian; dan 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan 
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 

10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu  
pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat 
Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: 
a.  Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan 

penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; 
b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; 
c.  Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian 

Pertanian; 
d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; 
e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui 

tatakelola teknologi informasi dan promosi; 
f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; 

dan 
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perpustakaan dan 

penyebaran teknologi pertanian. 
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C.   Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal 
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Masyarakat dan Informasi Publik sebanyak 91 orang, Pusat Kerjasama Luar Negeri 
sebanyak 75 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak 112 orang, Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebanyak 84 orang, Pusat 
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebanyak 135 orang, serta Pusat 
Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian sebanyak 77 orang. Secara 
rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal seperti 
pada Lampiran 1. 

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2017 
mengalami penurunan sebanyak 111 orang (7,8%) dibandingkan dengan tahun 
2016 yang berjumlah 1.431 orang. Pengurangan ini  disebabkan karena  pada tahun 
2017 banyak pegawai yang memasuki masa pensiun.  
 
D.  Tantangan dan Permasalahan 
Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di 
lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal  dihadapkan berbagai 

 6 

d. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan 
informasi nonkomoditas pertanian; 

e. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan system informasi 
Kementerian Pertanian; dan  

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian. 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelindungan 
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 
a.   Penyusunan  program, rencana kegiatan  dan anggaran; 
b.   Pelaksanaan kerja sama dan publikasi; 
c. Pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan 

pertanian; 
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c.  Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian 
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d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; 
e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui 

tatakelola teknologi informasi dan promosi; 
f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; 

dan 
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perpustakaan dan 

penyebaran teknologi pertanian. 
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BAB I I  
PERENCANAAN DAN PERJ ANJI AN KINERJ A 

A.    Rencana Strategis 

1. Visi 

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah Kredibel, 
Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan 
Administratif Kementerian.  
 
2. Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut Misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah: 
a. Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bertugas memberikan 
dukungan administratif kepada unit kerja lain haruslah mampu menciptakan 
organisasi yang berorientasi kepada kerja yang efektif, efisien dan akuntabel. 

b. Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional. 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kemampuan, 
bertanggungjawab dan berintegras tinggi dalam bekerja sehingga Sekretariat 
Jenderal perlu mengembangkan SDM nya agar terwujud good government dan 
clean governance. 
 

3. Tujuan 

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan 
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal periode tahun 2015-2019 adalah 
Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya 
yang baik di lingkup Kementan. Ukuran Keberhasilan tujuan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian adalah tercapainya indikator-indikator berikut ini:  

a. Mengembangkan sistem perencanaan, anggaran, monitoring dan evaluasi yang 
lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Setjen maka ditargetkan 
hingga tahun 2019 memperoleh nilai SAKIP Setjen sebesar 83;  

b. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi publik yang baik maka  
ditargetkan hingga tahun 2019 memiliki rata-rata nilai indeks kepuasan layanan 
sebesar 85.  

 
4. Sasaran 

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, perlu ditetapkan Sasaran Program. 
Sasaran Program Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi 
Lingkup Kementan. 
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tantangan dan permasalahan, namun tantangan dan permasalahan tersebut harus 
dianggap sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. 

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal antara lain: (1) 
reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik; (2) meninjau kembali 
regulasi yang memayungi kegiatan pembangunan pertanian baik di pusat maupun 
daerah yang selama ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi 
kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian; (3) penataan pejabat 
sebagaimana yang diamanahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; (4) perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian; (5) 
mensinergikan hubungan pejabat struktural dengan Fungsional yang merupakan 
bagian dari amanah Undang-Undang ASN; (6) Alokasi anggaran pembangunan 
pertanian di daerah yang belum mengakomodir kesesuaian jumlah DIPA yang 
pantas, sehingga terkesan hanya mengakomodir pemerataan alokasi anggaran; dan 
(7) hal lain yang mendukung kinerja 
 
E. Dukungan Anggaran 

Pagu anggaran awal Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2017 senilai 
Rp1.462.092.425.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami 
penurunan menjadi senilai Rp1.446.100.068.000,-. Perubahan jumlah anggaran 
disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 
2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga 
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Tahun Anggaran  
2017 senilai Rp2.145.000.000,- dan revisi pagu minus antar program dari program 
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian  ke Program Badan Karantina Pertanian 
senilai Rp15.500.000.000,- dan adanya Luncuran Hibah Pengelolaan data pertanian 
senilai p349.744.000,- ke Pusat Data dan Informasi Pertanian dan senilai 
Rp1.300.000.000,- ke Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 
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B.   Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 
yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan 
tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan 
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan 
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 
dalam tahun tertentu. 

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan 
Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk 
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki 
suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan 
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi 
kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada 
tahun 2017. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi 
yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 
2017.  

Mengacu Renstra tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 
2017 disusun untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Pada tahun 2017, 
Sekretariat Jenderal menetapkan 1 sasaran strategis dengan 6  indikator kinerja. 
Sasaran strategis yang dimaksud adalah: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan 
Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian. Indikator kinerja dari sasaran strategis 
ini adalah:  

1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian dengan target 81; 

2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan target Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP); 

3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 74; 

4. Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti  dengan terget 82%; 

5. Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui (IKM), dengan target 82; dan 

6. Nilai Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 
melalui (IKM), dengan target 82. 

PK tersebut telah ditandatangani pada bulan Januari tahun 2017, satu bulan setelah 
dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Seiring dengan  
perjalanan waktu, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan satu kali 
revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 
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5. Kebijakan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan,  kebijakan yang 
ditempuh Sekretariat Jenderal adalah: membangun dan mengembangkan 
organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian  yang 
efektif dan efisien melalui penerapan  asas “clean government and good 
governance”.  Intinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi 
keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk 
memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa kata kunci 
dalam membangun kebijakan tersebut, yaitu: kedisiplinan Aparat Sipil Negara 
(ASN), konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon dan 
melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh struktur organisasi 
yang tepat. 
 
6. Strategi  

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, 
Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut: 
a.  Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua 

pemangku kepentingan Pusat dan Daerah;  
b. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan 

Kepegawaian dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan;  
c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa dan manajemen 

pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, 
penyelenggaraan dan kewenangan;  

d.  Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kerja;  
e.  Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian;  
f. Meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan bantuan hukum;  
g.  Meningkatnya kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat, pengelolaan 

informasi publik, hubungan antar lembaga, serta keprotokolan di bidang 
pertanian;  

h.  Pengembangan sistem dan jaringan Informasi pertanian guna perolehan data 
yang akurat, terbarui dan tepat waktu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 
Tahun 2015-2019; 

i. Peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, 
regional dan multilateral; 

j. Peningkatan kualitas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk  
mendukung sasaran strategis kementerian pertanian;  

k. Peningkatan ketersediaan berbagai informasi iptek pertanian dan  
pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk 
dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. 
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BAB I I I  
AKUNTABIL ITAS KINERJ A  
SEKRETARI AT JENDERAL  

KEMENTERI AN PERTANI AN 

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan 

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017 dapat diketahui dari hasil 
pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan 
membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk 
mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2017 tersebut, maka digunakan metode 
scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu :  
1. Skala 1 : Kinerja sangat berhasil, untuk capaian kinerja lebih besar dari 

100%. 
2. Skala 2 : Kinerja berhasil, untuk capaian kinerja antara 80% sampai 

dengan 100%. 
3. Skala 3 : Kinerja cukup berhasil, untuk capaian kinerja antara 60% 

sampai 79,99%. 
4. Skala 4 : Kinerja kurang berhasil, untuk capaian kinerja kurang dari 

60%. 
Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu lead 
indicator dan lag indicator. Lead indicator adalah indikator yang pencapaiannya 
dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses 
atau indikator aktifitas. Sedangkan lag indicator adalah indikator yang 
pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah 
indikator output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas 
peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan 
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah outcome/impact 
(lag indicator). Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus 
menggunakan jenis indikator outcome/ output, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator output. Berdasarkan 
penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus 
menggunakan lag indicator.  
 
B.    Pencapaian Kinerja Tahun 2017 

Sekretariat Jenderal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran 
program, indikator sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2017.  
Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka 
menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 
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2017 pada bulan Desember tahun 2017 dikarenakan adanya perubahan anggaran 
pada beberapa eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 

Revisi PK di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah, khususnya lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan 
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. 

Menurut lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi 
Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi 
kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 2) perubahan 
dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan 
program, kegiatan, dan alokasi anggaran); serta 3) perubahan prioritas atau asumsi 
yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 
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1.   Kegiatan pembinaan hukum bidang pertanian, dengan pagu anggaran senilai 
Rp18.509.900.000,- 

2.    Kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan 
pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, dengan pagu 
anggaran senilai Rp25.286.100.000,-  

3.     Kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Kementerian Pertanian, 
dengan pagu anggaran senilai Rp961.987.811.000,- 

4.     Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 
kepegawaian, dengan pagu anggaran senilai Rp25.145.500.000,- 

5.     Kegiatan koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian, 
dengan pagu anggaran senilai r Rp44.529.500.000,- 

6.     Kegiatan pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian, dengan 
anggaran senilai Rp54.222.244.000,- 

7.     Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dengan 
pagu anggaran senilai Rp27.883.100.000,- 

8.     Kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, 
kerumahtanggaan, dan layanan pengadaan barang dan jasa,  dengan pagu 
anggaran senilai Rp181.438.100.000,- 

9.     Kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan hubungan 
antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian, dengan 
anggaran senilai Rp43.042.000.000,- 

10.  Kegiatan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan 
Pertanian, dengan anggaran senilai Rp36.659.779.000,- 

11.  Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, dengan 
anggaran senilai Rp27.396.014.000,- 

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 
dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2017 
tersebut senilai Rp1.446.100.068.000,-.  Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal 
tahun 2017 senilai Rp1.381.259.009.312,- atau 95,52%. Dapat disimpulkan bahwa 
pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dicapai 
dengan serapan anggaran sebesar 95,52%.  Jika dilihat berdasarkan Indikator 
Kinerja Sasaran Program (IKSP), sampai dengan akhir Januari tahun 2017 ada 3 
(tiga) indikator yang sudah diketahui nilainya dimana 2 indikator tercapai targetnya 
yaitu indikator Kesepakatan yang ditindaklanjuti dan indikator Nilai Kualitas 
Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (IKM) dan 1 (satu) indikator yang tidak 
tercapai yaitu indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian (IKM), sedangkan untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan dan 
Nilai reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian belum diketahui nilainya. Detail 
pencapaian masing-masing IKSP serta detail serapan anggaran akan dibahas pada 
sub bab berikutnya. 
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Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 yang selaras dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta Nawa 
Cita. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal 
kepada Menteri Pertanian atas target kinerja Sekretaris Jenderal dalam mendukung 
pencapaian kinerja Menteri Pertanian tahun 2017. 

Evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak hanya 
menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara 
sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum 
memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian 
kinerja lainnya (cross-section) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2017 
dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya 
perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga peningkatan 
kinerja secara berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud. 
Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017 dapat 
dijabarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.  Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 

 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 1 (satu) sasaran program 
dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 
2017. Untuk mencapai sasaran  program dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran 
program tersebut, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian merencanakan 
11 (sebelas) kegiatan beserta anggarannya yang akan dilakukan pada tahun 2017, 
yaitu: 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
 TARGET REALISASI % KATEGORI 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Kementerian 
Pertanian serta 
Koordinasi, 
Pembinaan, dan 
Pemberian 
Dukungan 
Administrasi 
Lingkup 
Kementerian 
Pertanian  

1. 
Nilai AKIP Kementerian 
Pertanian 81 *) - - 

2. 
Opini Laporan Keuangan 
Kementerian Pertanian WTP *) - - 

3. Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pertanian 

74 *) - - 

4. Kesepakatan Kerjasama Luar 
Negeri yang Ditindaklanjuti (%) 

82 150 182,9 SANGAT 
BERHASIL 

5. 
Nilai Kualitas Pelayanan Publik 
Kementerian Pertanian (IKM) 82 83,10 101,34 

SANGAT 
BERHASIL 

6. 
Nilai Kualitas Pelayanan Publik 
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pertanian   (IKM) 

82 79,83 97.35 BERHASIL 

Sumber: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2017 
*) Nilai AKIP dan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir 

Januari 2018 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP dan Tim Evaluasi RB 
Kementerian PAN dan RB dan Nilai Opini Laporan Keuangan juga belum diumumkan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan 
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Hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan tahun 2017, sampai dengan akhir Januari tahun 
2018 Kementerian PAN dan RB belum mengeluarkan hasil penilaiannya, sehingga 
pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017 ini belum menyajikan hasil 
penilaian Indikator  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian 
Pertanian. Apabila Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan hasil penilainnya, 
maka akan dilakukan revisi terhadap Laporan Kinerja ini.   

Pada tanggal 18 September 2017 telah diadakan pertemuan dalam rangka penilaian 
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017 oleh Kementerian PAN dan 
RB dengan hasil pertemuan  bahwa Kementerian Pertanian perlu melakukan 
perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan cascadingnya dan memformalkan IKU 
yang telah diperbaiki tersebut. 

Berdasarkan catatan tersebut, Kementerian Pertanian segera melakukan langkah-
langkah strategis, khususnya dalam upaya menyusun dan memperbaiki aspek 
perencanaan kinerja, dengan merevisi Indikator Kinerja Utama yang ada menjadi 
Indikator Kinerja Utama yang berprinsip SMART yang dilakukan mulai dari level 0 
(Level Menteri) sampai dengan level eselon IV, yang selanjutnya diatur secara legal 
formal melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/RC.020/12/2016 Tentang 
Indikator KInerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Kementerian Pertanian. 
Berikut Capaian Nilai AKIP Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir: 

 
Gambar 2. Target dan realisasi Nilai AKIP Kementerian Pertanian Tahun 2012-2016 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian 
Pertanian belum berhasil mencapai nilai AKIP yang ditargetkan. Adapun beberapa 
permasalahan yang mengakibatkan nilai AKIP tidak tercapai adalah: 
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C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan 
dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi 
terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator 
kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2017 dengan kinerja tahun 
2016 serta beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja juga dilakukan 
terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra 
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 serta membandingkan dengan standar 
nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional. 
Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang 
menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis 
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap 
penurunan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017. Hasil 
evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat 
dijabarkan pada sub bab berikut ini 

1.   Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 
Kementerian Pertanian 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian 
merepresentasikan akuntabilitas kementerian dalam mengelola kinerja organisasi. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015, Penilaian AKIP dilakukan dengan 
menggunakan 5 (lima) komponen penilaian, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran 
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja 
organisasi. Detail komposisi penilaian AKIP digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2. Komposisi Penilaian  Akuntabiltas Kinerja Kementerian/  Lembaga (AKIP) 
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pada waktu yang berbeda. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan proses 
penganggaran belum sepenuhnya sinkron dengan perencanaan. 

h. Evaluasi internal belum dilakukan dengan komprehensif; 
Evaluasi internal pada dasarnya merupakan self-evaluation yang dilakukan untuk 
melihat kualitas dari pengelolaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian 
melalui evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 
(SAKIP). Evaluasi ini belum dilakukan secara komprehensif secara periodik, 
sehingga monitoring atas pelaksanaan perencanaan maupun penganggaran 
belum sepenuhnya dapat dikendalikan. 

i. Pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan reward and recognition system. 
Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum terhubung dengan reward and 
recognition system, sehingga keberhasilan maupun kegagalan kinerja belum 
dapat menimbulkan motivasi pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya 
secara berkesinambungan (continuous improvement). 

Pada tahun 2017 kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka 
mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Kementerian 
Pertanian pada tahun 2017, antara lain:  

a.     Penyusunan dan reviu perencanaan pembangunan   pertanian jangka panjang 
dan menengah; 

b. Penyusunan dan Sosialisasi E-Proposal untuk Perencanaan 2018; 

Dalam rangka menyamakan persepsi dalam 
merencanakan kegiatan pembangunan 
pertanian tahun 2018, memberikan 
pemahaman terhadap perencana dalam 
menggunakan aplikasi e-proposal dengan 
format yang telah disempurnakan, serta 
meningkatkan  peran OPD provinsi dalam  proses koordinasi perencanaan, 
maka Biro Perencanaan mengadakan kegiatan Workshop Aplikasi e-Proposal 
untuk Perencanaan Tahun 2018.  

Workshop dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: (1) untuk wilayah Sumatera 
dilaksanakan di Hotel Aston International 
Palembang tanggal 18-19 Januari 2017; (2) Untuk 
wilayah Timur dilaksanakan di Hotel Four Point By 
Sheraton Makasar tanggal 1-2 Februari 2017; dan 
(3) untuk wilayah Jawa dan Kalimantan   
dilaksanakan di Hotel Novotel Solo pada tanggal 
7-8 Februari 2017, dengan peserta operator e-
Proposal yang berasal dari OPD lingkup Pertanian 

Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Selain itu acara ini juga 
dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Eselon I dan peserta dari Biro 
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a. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan parsial; 
Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian hendaknya dilakukan secara 
komprehensif melalui serangkaian proses Focus Group Discussion yang 
melibatkan seluruh unsur pimpinan kementerian. Namun faktanya penyusunan 
Renstra belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi, beberapa hal masih 
dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit. Hal ini menyebabkan 
permasalahan keselarasan sehingga kualitas Renstra yang disusun menjadi 
berkurang.  

b. Indikator kinerja tidak disusun bersama; 
Penyusunan indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 
maupun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), masih dilakukan parsial oleh 
masing-masing unit kerja.  

c. Belum ada verifikasi indikator kinerja oleh biro perencanaan; 
Verifikasi indikator kinerja oleh Biro Perencanaan dilakukan untuk memastikan 
bahwa indikator kinerja yang digunakan memenuhi kaidah indikator kinerja yang 
specific, measurable, attainable, realistic dan time-related atau dikenal dengan 
indikator SMART. Hingga saat ini, verifikasi indikator kinerja belum dilakukan 
secara menyeluruh dengan menggunakan metode audiensi/rapat bersama 
sehingga verifikasi bisa dilakukan langsung dengan tatap muka. 

d. Pengukuran kinerja belum disepakati dan di-cascading sampai Eselon IV; 
Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja Kementerian 
Pertanian belum disepakati secara menyeluruh, khususnya keterkaitan antara 
kinerja atasan dengan bawahan dalam konteks pengukuran kinerja. Idealnya, 
keterkaitan hasil capaian kinerja khususnya secara kuantitatif dapat dilacak 
(traceable) sehingga kinerja atasan merupakan akumulasi dari kinerja bawahan 
langsungnya. Pada tahun 2017 sudah dilakukan revisi terhadap  Indikator Kinerja 
Utama yang ada menjadi Indikator Kinerja Utama yang berprinsip SMART yang 
dilakukan mulai dari level 0 (Level Menteri) sampai dengan level eselon IV. 

e. Rencana anggaran belum berbasis kinerja; 
Perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara adhoc, dimana penambahan 
maupun pengurangan alokasi anggaran belum sepenuhnya dikaitkan dengan 
prioritas pencapaian kinerja. 

f. Capaian kinerja belum dilaporkan secara transparan; 
Penyampaian capaian kinerja Kementerian Pertanian merupakan bagian dari 
keterbukaan informasi publik yang harus diberikan secara konsisten dan up-to-
date. Pelaporan capaian kinerja ini masih terkendala dikarenakan sulitnya 
integrasi data dan informasi serta beberapa kendala teknis pada sistem informasi 
terkait pelaporan pencapaian kinerja ke publik. 

g. Proses penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan; 
Proses perencanaan dan penganggaran masih dilakukan parsial, dimana tim 
perencanaan dan tim penganggaran melaksanakan pekerjaannya masing-masing 



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017

19

 19 

pada waktu yang berbeda. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan proses 
penganggaran belum sepenuhnya sinkron dengan perencanaan. 

h. Evaluasi internal belum dilakukan dengan komprehensif; 
Evaluasi internal pada dasarnya merupakan self-evaluation yang dilakukan untuk 
melihat kualitas dari pengelolaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian 
melalui evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 
(SAKIP). Evaluasi ini belum dilakukan secara komprehensif secara periodik, 
sehingga monitoring atas pelaksanaan perencanaan maupun penganggaran 
belum sepenuhnya dapat dikendalikan. 

i. Pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan reward and recognition system. 
Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum terhubung dengan reward and 
recognition system, sehingga keberhasilan maupun kegagalan kinerja belum 
dapat menimbulkan motivasi pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya 
secara berkesinambungan (continuous improvement). 

Pada tahun 2017 kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka 
mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Kementerian 
Pertanian pada tahun 2017, antara lain:  

a.     Penyusunan dan reviu perencanaan pembangunan   pertanian jangka panjang 
dan menengah; 

b. Penyusunan dan Sosialisasi E-Proposal untuk Perencanaan 2018; 

Dalam rangka menyamakan persepsi dalam 
merencanakan kegiatan pembangunan 
pertanian tahun 2018, memberikan 
pemahaman terhadap perencana dalam 
menggunakan aplikasi e-proposal dengan 
format yang telah disempurnakan, serta 
meningkatkan  peran OPD provinsi dalam  proses koordinasi perencanaan, 
maka Biro Perencanaan mengadakan kegiatan Workshop Aplikasi e-Proposal 
untuk Perencanaan Tahun 2018.  

Workshop dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: (1) untuk wilayah Sumatera 
dilaksanakan di Hotel Aston International 
Palembang tanggal 18-19 Januari 2017; (2) Untuk 
wilayah Timur dilaksanakan di Hotel Four Point By 
Sheraton Makasar tanggal 1-2 Februari 2017; dan 
(3) untuk wilayah Jawa dan Kalimantan   
dilaksanakan di Hotel Novotel Solo pada tanggal 
7-8 Februari 2017, dengan peserta operator e-
Proposal yang berasal dari OPD lingkup Pertanian 

Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Selain itu acara ini juga 
dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Eselon I dan peserta dari Biro 

 18 

a. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan parsial; 
Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian hendaknya dilakukan secara 
komprehensif melalui serangkaian proses Focus Group Discussion yang 
melibatkan seluruh unsur pimpinan kementerian. Namun faktanya penyusunan 
Renstra belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi, beberapa hal masih 
dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit. Hal ini menyebabkan 
permasalahan keselarasan sehingga kualitas Renstra yang disusun menjadi 
berkurang.  

b. Indikator kinerja tidak disusun bersama; 
Penyusunan indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 
maupun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), masih dilakukan parsial oleh 
masing-masing unit kerja.  

c. Belum ada verifikasi indikator kinerja oleh biro perencanaan; 
Verifikasi indikator kinerja oleh Biro Perencanaan dilakukan untuk memastikan 
bahwa indikator kinerja yang digunakan memenuhi kaidah indikator kinerja yang 
specific, measurable, attainable, realistic dan time-related atau dikenal dengan 
indikator SMART. Hingga saat ini, verifikasi indikator kinerja belum dilakukan 
secara menyeluruh dengan menggunakan metode audiensi/rapat bersama 
sehingga verifikasi bisa dilakukan langsung dengan tatap muka. 

d. Pengukuran kinerja belum disepakati dan di-cascading sampai Eselon IV; 
Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja Kementerian 
Pertanian belum disepakati secara menyeluruh, khususnya keterkaitan antara 
kinerja atasan dengan bawahan dalam konteks pengukuran kinerja. Idealnya, 
keterkaitan hasil capaian kinerja khususnya secara kuantitatif dapat dilacak 
(traceable) sehingga kinerja atasan merupakan akumulasi dari kinerja bawahan 
langsungnya. Pada tahun 2017 sudah dilakukan revisi terhadap  Indikator Kinerja 
Utama yang ada menjadi Indikator Kinerja Utama yang berprinsip SMART yang 
dilakukan mulai dari level 0 (Level Menteri) sampai dengan level eselon IV. 

e. Rencana anggaran belum berbasis kinerja; 
Perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara adhoc, dimana penambahan 
maupun pengurangan alokasi anggaran belum sepenuhnya dikaitkan dengan 
prioritas pencapaian kinerja. 

f. Capaian kinerja belum dilaporkan secara transparan; 
Penyampaian capaian kinerja Kementerian Pertanian merupakan bagian dari 
keterbukaan informasi publik yang harus diberikan secara konsisten dan up-to-
date. Pelaporan capaian kinerja ini masih terkendala dikarenakan sulitnya 
integrasi data dan informasi serta beberapa kendala teknis pada sistem informasi 
terkait pelaporan pencapaian kinerja ke publik. 

g. Proses penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan; 
Proses perencanaan dan penganggaran masih dilakukan parsial, dimana tim 
perencanaan dan tim penganggaran melaksanakan pekerjaannya masing-masing 



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017

20

 21 

Pada tahun 2017, Biro Perencanaan 
telah menyusun Aplikasi PK 
Kementerian Pertanian yang bertujuan 
untuk mempermudah penyusunan PK, 
memantau perkembangan penyusunan 
PK yang dilakukan oleh seluruh unit 
kerja lingkup Kementerian Pertanian, 
serta mendigitalisasikan dan 

mempublikasikan dokumen PK secara elektronik. 

d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana   Kerja (Renja) Tahun 
2018;  

a. Trilateral Meeting 

Dalam rangka penyusunan RKP dan Renja K/L, dilakukanlah pertemuan tiga 
pihak (trilateral meeting) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), 
Kementerian Keuangan dan K/L. Pertemuan tiga pihak merupakan forum 
untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas 
pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program 
dan kegiatan K/L yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
K/L dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
 
Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan 
Renja 2018 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali 
terdiri dari:  1). Trilateral Meeting Pembahasan 
Pagu Indikatif pada tanggal 23 Mei 2017; 2). 
Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Anggaran 
tanggal 1 Agustus  2017; dan 3). Trilateral 
Meeting Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran 
tanggal 23 Oktober 2017. Hasil dari konsolidasi 
tiga Kementerian tersebut dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan 
perencanaan kerja dan target dari masing-masing unit kerja yang ada di 
lingkup Kementerian Pertanian.  

 
b. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian  

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP 
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan 
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Perencanaan. Narasumber dalam acara ini berasal dari Pusdatin dan Biro 
Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta Unit Eselon I 
lingkup Kementerian.  

 
Selain kegiatan Workshop Aplikasi e-Proposal untuk Perencanaan Tahun 
2018, Biro Perencanaan juga mengadakan serangkaian rapat koordinasi 
dengan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk penyusunan 
rancangan aplikasi dan persiapan Workshop Aplikasi e-Proposal untuk 
Perencanaan Tahun 2019. 
 
Berbagai perbaikan telah dilakukan agar aplikasi e-proposal dapat lebih mudah 
digunakan dan lebih bermanfaat bagi perencanaan ke depan. Tim e-Proposal 
Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai perbaikan untuk merespon 
kebutuhan dan menunjang proses perencanaan yang lebih baik di Kementerian 
Pertanian, diantaranya dengan memperbaiki struktur menu dan penyamaan 
nomenklatur output kegiatan yang terdapat dalam aplikasi e-Proposal 2019 
dengan mengacu kepada struktur yang terdapat dalam aplikasi KRISNA. Hal ini 
bertujuan agar terjadi keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan 
tahunan lingkup Kementerian Pertanian.  

c. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017; 

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan 
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, 
dan kinerja aparatur;  menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 
kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan 
sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima 
amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Mengingat pentingnya Dokumen PK dan sebagai tindak lanjut dari hasil 
evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016, 
maka pada tahun 2017 penyusunan PK lingkup Kementerian Pertanian disusun 
mulai dari level Menteri  hingga level eselon IV. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi 
atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan 
dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 
(perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas 
atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan 
dan sasaran. Pada tahun 2017 terjadi beberapa kali revisi PK lingkup 
Kementerian Pertanian yang disebabkan terjadinya pergantian/mutasi pejabat 
dan perubahan anggaran karena adanya  APBN-P. 
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Pada tahun 2017, Biro Perencanaan 
telah menyusun Aplikasi PK 
Kementerian Pertanian yang bertujuan 
untuk mempermudah penyusunan PK, 
memantau perkembangan penyusunan 
PK yang dilakukan oleh seluruh unit 
kerja lingkup Kementerian Pertanian, 
serta mendigitalisasikan dan 

mempublikasikan dokumen PK secara elektronik. 

d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana   Kerja (Renja) Tahun 
2018;  

a. Trilateral Meeting 

Dalam rangka penyusunan RKP dan Renja K/L, dilakukanlah pertemuan tiga 
pihak (trilateral meeting) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), 
Kementerian Keuangan dan K/L. Pertemuan tiga pihak merupakan forum 
untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas 
pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program 
dan kegiatan K/L yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
K/L dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
 
Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan 
Renja 2018 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali 
terdiri dari:  1). Trilateral Meeting Pembahasan 
Pagu Indikatif pada tanggal 23 Mei 2017; 2). 
Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Anggaran 
tanggal 1 Agustus  2017; dan 3). Trilateral 
Meeting Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran 
tanggal 23 Oktober 2017. Hasil dari konsolidasi 
tiga Kementerian tersebut dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan 
perencanaan kerja dan target dari masing-masing unit kerja yang ada di 
lingkup Kementerian Pertanian.  

 
b. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian  

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP 
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan 
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Perencanaan. Narasumber dalam acara ini berasal dari Pusdatin dan Biro 
Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta Unit Eselon I 
lingkup Kementerian.  
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dengan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk penyusunan 
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Perencanaan Tahun 2019. 
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dengan mengacu kepada struktur yang terdapat dalam aplikasi KRISNA. Hal ini 
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Birokrasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016, 
maka pada tahun 2017 penyusunan PK lingkup Kementerian Pertanian disusun 
mulai dari level Menteri  hingga level eselon IV. Berdasarkan Peraturan Menteri 
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atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan 
dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 
(perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas 
atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan 
dan sasaran. Pada tahun 2017 terjadi beberapa kali revisi PK lingkup 
Kementerian Pertanian yang disebabkan terjadinya pergantian/mutasi pejabat 
dan perubahan anggaran karena adanya  APBN-P. 
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Dalam rangka memenuhi prasyarat “Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi 
Kinerja Berbasis Elektronik.” Dan dalam rangka menuju SAKIP dengan 
Predikat “A”, maka dibangunlah sebuah Sistem Aplikasi eSAKIP yang dapat 
mengukur kinerja Kementerian Pertanian dari tingkat Menteri sampai dengan 
level eselon IV yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja.   

Pada tahun 2017, agenda workshop SAKIP adalah  sosialisasi dan pelatihan 
Sistem Aplikasi eSakip Kementan kepada seluruh unit kerja lingkup 
Kementerian Pertanian. 

g.   Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Lingkup sekretariat 
Jenderal dan Lingkup Kementerian Pertanian; 

Pada tahun 2017 Pemantauan dan Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan 
biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang 
mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program 
Sekretariat Jenderal   dan kegiatan-kegiatan Eselon I lingkup Kementerian 
Pertanian dalam mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis dilakukan secara triwulanan.  

Pada tahun 2017 pengisian capaian kegiatan dilakukan secara elektronik 
melalui web SAKIP Kementerian Pertanian. 

h. Workshop Penyusunan Anggaran Kementan Berbasis Kinerja TA.2018;  

Capaian dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat–rapat koordinasi 
pimpinan dalam penyusunan RAPBN 2018 lingkup Kementan. 

i. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro OKE; 

Setiap tahun Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki kegiatan yang 
dilaksanakan sebagai wujud dukungan terhadap indikator Nilai AKIP 
Kementerian Pertanian. kegiatan dukungan itu terbagi kedalam dua bagian, 
yaitu 1) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro OK 
dan 2) Penyusunan dan Penelaahan Anggaran. Selama tahun 2017, telah 
dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai bagian dari Koordinasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro, dengan rincian sebagai berikut;  
1)   Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta capaian kinerja Biro 

OK  Tahun 2017. 
2)   Penyesuaian alokasi anggaran Biro OK; revisi DIPA pada Kanwil DJPB  

j. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan Biro/Pusat Lingkup Setjen 
Kementan; 

k. Penyusunan Lakin tingkat eselon II yang dilakukan oleh semua biro/pusat 
lingkup Sekretariat Jenderal dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat 

 22 

dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L). 

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L dituangkan dalam dokumen 
perencanaan Rencana Kerja (Renja) K/L. Renja K/L adalah dokumen 
perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 
(Renstra) K/L dan disusun mengacu pada prioritas pembangunan nasional, 
serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Mulai tahun 2017 untuk 
perencanaan tahun 2018, Renja dituangkan dalam bentuk aplikasi 
Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), yang 
berisi tentang prioritas nasional, progam/kegiatan, sasaran, indikator, target 
dan alokasi. Penyusunan Renja dilakukan bersama dengan Eselon I lingkup 
Kementerian Pertanian terutama terkait dengan penetapan target dan 
alokasi anggaran. Penyusunan Renja ditetapkan berdasarkan RKP 2018 
dan hasil pembahasan Trilateral Meeting. Dokumen Renja yang disusun 
digunakan sebagai referensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) Kementerian Pertanian. 

e. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementan  Tahun 2018;  

Tersusunnya Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Pertanian Tahun 
Anggaran 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 86/PMK.02/2017  tanggal 05 Juli 2017. Standar Biaya Keluaran 
Kementerian Pertanian yang sudah ditetapkan sebanyak 123 SBK, terdiri dari: 
Sekretariat Jenderal sebanyak 7 SBK, Inspektorat Jenderal  sebanyak 18 SBK, 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebanyak 4 SBK, Direktorat Jenderal 
Hortikultura sebanyak 17 SBK, Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak 33 
SBK, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 4 SBK, 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 9 SBK, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebanyak 23 SBK, Badan Ketahanan 
Pangan sebanyak 1 SBK dan Badan Karantina Pertanian sebanyak 11 SBK. 

f.  Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Tahun   2017;  
Dalam pelaksanaannya, SAKIP di Kementerian/Lembaga tidak terlepas dari 
evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian SAKIP dilakukan oleh  Kementerian PAN 
dan RB untuk menilai penerapan SAKIP di seluruh Kementerian/lembaga. Atas 
dasar hal tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga berupaya agar hasil 
penilaian evaluasi SAKIP-nya memperoleh nilai yang memuaskan,yaitu A. 
Adapun prasyarat memperoleh SAKIP berpredikat A (Memuaskan) adalah : 
1) Kontribusi Unit Kerja Yang Semakin Besar; 
2) Komitmen Pimpinan Tertinggi; 
3) Cascading Kinerja; 
4) Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; 
5) Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Berbasis Elektronik. 
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dan RB untuk menilai penerapan SAKIP di seluruh Kementerian/lembaga. Atas 
dasar hal tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga berupaya agar hasil 
penilaian evaluasi SAKIP-nya memperoleh nilai yang memuaskan,yaitu A. 
Adapun prasyarat memperoleh SAKIP berpredikat A (Memuaskan) adalah : 
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c.   Penyampaian Rencana aksi setiap Eselon I oleh Sesdit/Sesba/Sesitjen di   
hadapan Sekretaris Jenderal dan Inspketorat Jenderal; 

d.   Penguatan BPTP selaku UAPPA/B-W dan kepanjangan tangan tugas dan fungsi 
Kementerian Pertanian di wilayah; 

e.   Penguatan Inspektorat Jenderal  mengawal Penyusunan Laporan Keuangan dan 
melakukan monitoring rekomendasi BPK; 

f. Peningkatan kapasitas operator, verifikator, dan Tim Reviu melalui in house 
training, sosialisasi, bimtek; 

g.   Mengoptimalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai 
kewenangannya melakukan reviu Laporan Keuangan tahun 2017;  

h.   Bekerjasama dengan DJPB dan DJKN Kemenkeu selaku pembina fungsi 
penyusunan laporan keuangan/barang, dan pelatihan-pelatihan; 

i.   Berkordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Tertib Penyusunan 
Laporan Keuangan; 

j. Pemanfaatan aplikasi SAIBA, SIMAK BMN untuk pengolahan data penyusunan 
laporan keuangan; 

k.  Pemanfaatan Laboratorium Komputer untuk proses penyelesaian per kasus 
pada laporan keuangan tingkat Kementerian; 

l. Melakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh stakeholder di bidang  
pelaporan keuangan di masing-masing Propinsi dan Pusat; 

m.   Pemanfaatan aplikasi e-rekon dan LK untuk monitoring permasalahan yang 
muncul di e-rekon dan LK untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;  

n.   Penataan aset melalui inventarisasi aset 5 tahunan; 
o.   Penyediaan dana yang cukup untuk penyelesaian permasalahan laporan 

keuangan dan aset; 
p.   Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI secara kontinue;  
q.   Penggunaan aplikasi SIM-HP untuk mempermudah pemantauan; 
r.   Melakukan inventarisasi permasalahan menyeluruh menghindari temuan 

berulang; 
s.   Mengoptimalkan Inspektorat Jenderal sebagai SPI; 
t.   Mengoptimalkan peran verifikasi Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan 

Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunnya 
sesuai dengan Panduan Verifikasi Laporan Keuangan Lingkup Kementerian 
Pertanian;  

u.   Pengoptimalan peran Sekretariat UAPPA/B-W dalam melakukan verifikasi dan 
pembinaan terhadap satker lingkungan kerjanya;  

v.   Berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk penyelesaian 
permasalahan satker DK/TP. 

Kegiatan-kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan dalam rangka  
mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Opini Laporan 
Keuangan Kementerian Pertanian, antara lain:  
a.     Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Biro/Pusat Lingkup 

Sekretariat Jenderal Kementerian  
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Jenderal oleh Biro Perencanaan dengan dukungan data dari Biro/Pusat 
Lingkup Sekretariat Jenderal;  

l. Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan penelaahan anggaran 
Biro/Pusat Lingkup Setjen Kementan.  

Kegiatan perencanaan dan anggaran ini mencakup : a) Reviu Renstra Tahun 
2015-2019, b) Mengkoordinir kegiatan penyusunan TOR dan RAB, c) 
Menyusun Program dan Rencana Kerja, d) Mengkoordinis penyusunan IKU 
dan PK, dan e) Mengkoordinir penyusunan ROK. 

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai AKIP Kementerian Pertanian ini memiliki pagu 
anggaran senilai Rp18.180.559.000,- dengan serapan anggaran  sampai dengan 31 
Desember 2017 senilai Rp17.482.241.772,- atau 96,16%. 

2.   Indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian 

Opini laporan keuangan kementerian Pertanian merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan di dalam peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal tahun 2017 
menetapkan Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebagai salah satu 
indikator kinerja sasaran program dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
terhadap indikator kinerja Opini Laporan Keuangan tahun 2017. Laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 
Kementerian tahun 2017 sampai dengan laporan ini diterbitkan belum ada, seperti 
tahun-tahun sebelumnya opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga dikeluarkan 
setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dari bulan Januari 
dengan penyampaian Opini hasil pemeriksaan sekitar bulan Mei tahun 2018. 
Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2016 yang diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2017 memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini merupakan suatu pencapaian tertinggi atas opini 
laporan keuangan Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya karena merupakan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa ada paragraf penjelasan, hal-hal yang 
mempengaruhi kualitas laporan Keuangan Kementerian Pertanian selama ini adalah 
1). satker inaktif yang masih belum seluruhnya terselesaikan; 2). Kualitas Sumber 
Daya Manusia (khususnya satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang 
belum memadai; 3). Komitmen Kepala Satuan Kerja; 4). Penatausahaan Barang 
Persediaan yang belum Memadai; 5). Masih terjadi kesalahan penggunaan MAK. 
Agar opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah dicapai pada tahun 2016 dapat  
dipertahankan pada tahun 2017, maka diperlukan strategi-strategi sebagai berikut: 

a.   Penguatan etika dan dan integritas aparatur; 
b.   Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan; 
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c.   Penyampaian Rencana aksi setiap Eselon I oleh Sesdit/Sesba/Sesitjen di   
hadapan Sekretaris Jenderal dan Inspketorat Jenderal; 

d.   Penguatan BPTP selaku UAPPA/B-W dan kepanjangan tangan tugas dan fungsi 
Kementerian Pertanian di wilayah; 

e.   Penguatan Inspektorat Jenderal  mengawal Penyusunan Laporan Keuangan dan 
melakukan monitoring rekomendasi BPK; 

f. Peningkatan kapasitas operator, verifikator, dan Tim Reviu melalui in house 
training, sosialisasi, bimtek; 

g.   Mengoptimalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai 
kewenangannya melakukan reviu Laporan Keuangan tahun 2017;  

h.   Bekerjasama dengan DJPB dan DJKN Kemenkeu selaku pembina fungsi 
penyusunan laporan keuangan/barang, dan pelatihan-pelatihan; 

i.   Berkordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Tertib Penyusunan 
Laporan Keuangan; 

j. Pemanfaatan aplikasi SAIBA, SIMAK BMN untuk pengolahan data penyusunan 
laporan keuangan; 

k.  Pemanfaatan Laboratorium Komputer untuk proses penyelesaian per kasus 
pada laporan keuangan tingkat Kementerian; 

l. Melakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh stakeholder di bidang  
pelaporan keuangan di masing-masing Propinsi dan Pusat; 

m.   Pemanfaatan aplikasi e-rekon dan LK untuk monitoring permasalahan yang 
muncul di e-rekon dan LK untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;  

n.   Penataan aset melalui inventarisasi aset 5 tahunan; 
o.   Penyediaan dana yang cukup untuk penyelesaian permasalahan laporan 

keuangan dan aset; 
p.   Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI secara kontinue;  
q.   Penggunaan aplikasi SIM-HP untuk mempermudah pemantauan; 
r.   Melakukan inventarisasi permasalahan menyeluruh menghindari temuan 

berulang; 
s.   Mengoptimalkan Inspektorat Jenderal sebagai SPI; 
t.   Mengoptimalkan peran verifikasi Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan 

Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunnya 
sesuai dengan Panduan Verifikasi Laporan Keuangan Lingkup Kementerian 
Pertanian;  

u.   Pengoptimalan peran Sekretariat UAPPA/B-W dalam melakukan verifikasi dan 
pembinaan terhadap satker lingkungan kerjanya;  

v.   Berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk penyelesaian 
permasalahan satker DK/TP. 

Kegiatan-kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan dalam rangka  
mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Opini Laporan 
Keuangan Kementerian Pertanian, antara lain:  
a.     Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Biro/Pusat Lingkup 

Sekretariat Jenderal Kementerian  
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Jenderal oleh Biro Perencanaan dengan dukungan data dari Biro/Pusat 
Lingkup Sekretariat Jenderal;  

l. Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan penelaahan anggaran 
Biro/Pusat Lingkup Setjen Kementan.  

Kegiatan perencanaan dan anggaran ini mencakup : a) Reviu Renstra Tahun 
2015-2019, b) Mengkoordinir kegiatan penyusunan TOR dan RAB, c) 
Menyusun Program dan Rencana Kerja, d) Mengkoordinis penyusunan IKU 
dan PK, dan e) Mengkoordinir penyusunan ROK. 

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai AKIP Kementerian Pertanian ini memiliki pagu 
anggaran senilai Rp18.180.559.000,- dengan serapan anggaran  sampai dengan 31 
Desember 2017 senilai Rp17.482.241.772,- atau 96,16%. 

2.   Indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian 

Opini laporan keuangan kementerian Pertanian merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan di dalam peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal tahun 2017 
menetapkan Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebagai salah satu 
indikator kinerja sasaran program dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
terhadap indikator kinerja Opini Laporan Keuangan tahun 2017. Laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 
Kementerian tahun 2017 sampai dengan laporan ini diterbitkan belum ada, seperti 
tahun-tahun sebelumnya opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga dikeluarkan 
setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dari bulan Januari 
dengan penyampaian Opini hasil pemeriksaan sekitar bulan Mei tahun 2018. 
Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2016 yang diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2017 memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini merupakan suatu pencapaian tertinggi atas opini 
laporan keuangan Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya karena merupakan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa ada paragraf penjelasan, hal-hal yang 
mempengaruhi kualitas laporan Keuangan Kementerian Pertanian selama ini adalah 
1). satker inaktif yang masih belum seluruhnya terselesaikan; 2). Kualitas Sumber 
Daya Manusia (khususnya satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang 
belum memadai; 3). Komitmen Kepala Satuan Kerja; 4). Penatausahaan Barang 
Persediaan yang belum Memadai; 5). Masih terjadi kesalahan penggunaan MAK. 
Agar opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah dicapai pada tahun 2016 dapat  
dipertahankan pada tahun 2017, maka diperlukan strategi-strategi sebagai berikut: 

a.   Penguatan etika dan dan integritas aparatur; 
b.   Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan; 
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7)  monitoring dan evaluasi laporan keuangan; 
8)  Pengembangan aplikasi terkait laporan keuangan. 

g.   Peningkatan SDM penyusun laporan Keuangan; 
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  Pembinaan SDM Penyusun lap. Keu. Kementan; 
2)  Pembinaan SDM Penyusun lap. Keu. Setjen. 

h.   Penetapan Status Penggunaan BMN;  
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  Koordinasi dan Sinkronisasi; 
2)  Penyusunan dan Sosialisasi peraturan terkait lap. BMN; 
3)  Pembinaan pengelolaan BMN dan persediaan; 
4)  Penatausaan BMN; 
5)  Pengawasan dan pengendalian BMN; 
6)  Pemanfaatan dan penghapusan BMN; 
7)  Sertifikasi BMN; 
8)  Pembinaan dan pengelolaan BMN Setjen; 
9)  Penyusunan laporan BMN Biro; 
10)Penyusunan laporan BMN Setjen; 
11)Penyusunan laporan BMN Kementan. 

i.    Pembukuan nilai BMN atas realisasi anggaran tahun berjalan; 
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksaan kegiatan 
2)  inventarisasi rencana pengadaan BMN 
3)  monitoring pelaksanan pengadaan BMN 

j.   Penyusunan laporan BMN, SAI, MONEV di Biro Humas IP dan Pustaka; 
k.  Pengelolaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Biro Humas dan Informasi 

Publik dan Pengadaan barang dan jasa oleh Biro KLN; 
l.  Pengelolaan keuangan, SAKPA dan PNBP di Pustaka. 

Perkembangan capaian opini laporan keuangan Kementerian Pertanian oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini: 
Tabel 3. Perkembangan opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun                               

2012 s.d 2016 

 

                               

 

 
Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2017 

Diharapkan pada tahun 2017, Kementerian Pertanian dalam mempertahankan Nilai 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  untuk opini Laporan Keuangan , sesuai dengan 

NO TAHUN OPINI 
1 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
2 2013 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) 
3 2014 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) 
4 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
5 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
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b.     Layanan Internal (Overhead) dan Pengelolaan Anggaran 
   Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan Biro Keuangan  dan Perlengkapan 

antara lain: 
1)  Penyusunan dokumen anggaran; 
2)  Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran; 
3)  Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga biro; 
4)  Pembinaan Kepegawaian; 
5)  Pemantauan dan evaluasi kegiatan; 
6)  Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; 
7)  pengadaan Kendaraan bermotor. 

c.     Peningkatan kapasitas Pengelola Keuangan;  
        Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 

1)  Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran; 
2)  Penyusunan SBK; 
3)  Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan; 
4)  Pembekalan pengelola keuangan; 
5)  Pengelolaan Rekening; 
6)  Pembinaan pengelolaan BLU; 
7)  Pelatihan Peningkatan kapasitas pengelola keuangan Kementerian 

Pertanian; 
8)  Pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pengujian SPM. 

d.     Peningkatan sumber-sumber PNBP;  
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  Koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan kegiatan; 
2)  Penyusunan dan sosialisasi peraturan terkait PNBP; 
3)  Penatausahaan dan penyusunan target PNBP; 
4)  optimalisasi sumber-sumber PNBP; 
5)  Penyusunan realisasi PNBP dan Hibah; 
6)  Tatakelola dan tindaklanjut penyelesaian Kerugian Negara (KN). 

e.     Ketepatan pengelolaan belanja pegawai;  
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolan belanja pegawai; 
2)  Sosialisasi terkait pengelolaan gaji; 
3)  Pemrosesan gaji; 
4)  verifikasi dan monitoring pertanggung jawaban gaji; 
5)  Penyusunan laporan realisasi belanja gaji. 

f.     Laporan keuangan lingkup Kementan berbasis akrual; 
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  verifikasi dok. Sumber laporan Keuangan; 
2)  penyusunan dan sosialisasi peraturan terkait laporan keuangan; 
3)  Penyusunan laporan keuangan Tingkat UAKPA Satker Biro; 
4)  Penyusunan laporan keuangan tingkat Setjen; 
5)  Penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian; 
6) Monitoring tindaklanjut temuan APIP; 
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7)  monitoring dan evaluasi laporan keuangan; 
8)  Pengembangan aplikasi terkait laporan keuangan. 

g.   Peningkatan SDM penyusun laporan Keuangan; 
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Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
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5)  Pengawasan dan pengendalian BMN; 
6)  Pemanfaatan dan penghapusan BMN; 
7)  Sertifikasi BMN; 
8)  Pembinaan dan pengelolaan BMN Setjen; 
9)  Penyusunan laporan BMN Biro; 
10)Penyusunan laporan BMN Setjen; 
11)Penyusunan laporan BMN Kementan. 

i.    Pembukuan nilai BMN atas realisasi anggaran tahun berjalan; 
Pada tahun 2017 kegiatan yang dilakukan antara lain: 
1)  Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksaan kegiatan 
2)  inventarisasi rencana pengadaan BMN 
3)  monitoring pelaksanan pengadaan BMN 
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k.  Pengelolaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Biro Humas dan Informasi 
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komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10% serta kualitas 
pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%. 

Proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 
2017 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 2 Agustus 2017 
sampai dengan 4 September 2017. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi: 
a. Survei reformasi birokrasi  
b. Evaluasi reformasi birokrasi 
c. Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB 
d. Tindak lanjut evaluasi RB 
e. Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan 
f. Mistery Shopper ke kantor pusat dan UPT Kementan, dan 
g. Desk evaluasi 

Hingga akhir Januari tahun 2018, Tim Evaluasi RB Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mengeluarkan Hasil Penilaian 
Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017. Oleh karena itu, 
capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2017 
sementara  akan menyajikan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan 
Inspektorat Jenderal Kementan dan akan disandingkan dengan capaian PMPRB 
tahun sebelumnya. Apabila Nilai RB dari Kementerian PAN dan RB sudah ada, 
maka Lakin Sekretariat Jenderal Kementan Tahun 2017 akan direvisi. Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 
dilakukan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.  

Tabel 4. Detail hasil PMPRB Kementerian Pertanian tahun 2017  dan 2016 

No Komponen Penilaian Nilai 
Maksimal 

2017 2016 % Kenaikan 
(Penurunan) 

Nilai 
Capaian 

% 
Capaian 

Nilai 
Capaian 

% 
Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A PENGUNGKIT             

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,99 79,80 4,26 85,20 -5,40% 

2 Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

5,00 3,75 75,00 3,75 75,00 0,00% 

3 Penataan dan Penguatan 
Organisasi 

6,00 6,00 100,00 4.84 80,67 19,50% 

4 Penataan Tata Laksana 5,00 4,75 95,00 4.46 89,20 5,80% 

5 Penataan Sistem 
Manajemen SDM 

15,00 14,34 95,60 14.32 95,47 0,40% 

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 5,14 85,67 4,07 67,83 17,84% 

7 Penguatan Pengawasan 12,00 11,14 92,83 10,39 86,58 6,25% 

8 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

6,00 5,79 96,50 5,63 93,83 2,67% 
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yang telah ditargetkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019. Dalam 
pelaksanaannya indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian ini 
memiliki pagu anggaran senilai Rp974.131.413000,- dengan serapan anggaran 
sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp948.384.134.352,- atau 97,36% 

 
3.  Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan 
secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. 
Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan rangkaian Reformasi 
Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 
2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun 
hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang dilakukan 
seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka Reformasi 
Birokrasi Nasional (RBN). Pengukuran nilai Reformasi Birokrasi Kementerian 
Pertanian baru dilakukan dalam 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2014, tahun 
2015, tahun 2016 dan tahun 2017. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu 
kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail 
komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut.  

  Gambar 3. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga 

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 
(delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan 
peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen 
manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. 
Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas 
serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 
6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian 
RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki 
bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria pengungkit memiliki 3 (tiga)  
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komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, 
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Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 
dilakukan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.  

Tabel 4. Detail hasil PMPRB Kementerian Pertanian tahun 2017  dan 2016 
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Maksimal 

2017 2016 % Kenaikan 
(Penurunan) 

Nilai 
Capaian 

% 
Capaian 

Nilai 
Capaian 

% 
Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A PENGUNGKIT             
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yang telah ditargetkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019. Dalam 
pelaksanaannya indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian ini 
memiliki pagu anggaran senilai Rp974.131.413000,- dengan serapan anggaran 
sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp948.384.134.352,- atau 97,36% 

 
3.  Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 
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Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 
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Gambar 4.  Target dan realisasi Nilai reformasi Birokrasi  (PMPRB) Kementerian 

Pertanian 2015-2017 

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian selama tiga tahun mampu 
melampaui target yang telah ditentukan. Peningkatan Hasil Capaian PMPRB 
Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya 
membangun pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Pada bulan November 2017, pihak  Kementerian PAN dan RB sudah melakukan 
pemaparan exit meeting atas hasil sementara evaluasi RB Kementan 2017 dengan 
seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris 
Jenderal Kementerian Pertanian. Berikut angka perkiraan sementara nilai Refomasi 
Birokrasi di Kementerian Pertanian tahun 2017.  

Tabel 5 Hasil Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017 

 

 30 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian 
Tahun 2017 sebesar 85,78, jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam PK 
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017 yaitu sebesar 85,78 atau 
capaian kinerja sebesar 115,9%. Jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 
2016 sebesar 82,22 terdapat kenaikan sebesar 3,56%. Kenaikan terdapat pada 6 
komponen pengungkit yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi (19,50), 
Penguatan Akuntabilitas (17,84%), Penguatan Pengawasan (6,25), Penataan Tata 
Laksana (5,80%), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,67), dan Penataan 
Sistem Manajemen SDM (0,40)  dan Penurunan terjadi pada 1 komponen 
pengungkit yaitu Manajemen Perubahan (-5,40%). Kenaikan juga terdapat pada 4 
komponen hasil dan 1 komponen mendapatkan nilai yang sama dengan nilai tahun 
2016. Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan 
dokumen-dokumen (evidence) sesuai area perubahan reformasi birokrasi terkait.  

Pencapaian indikator nilai RB (PMPRB) telah menunjukkan progres positif. Target 
dan realisasi indikator nilai RB (PMPRB) Kementerian Pertanian dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir dapat dilihat pada tabel  berikut: 

  Sub Total Komponen 
Pengungkit 

60,00 54,91 91,52 51,72 86,20 5,34% 

B HASIL          

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,96 71.14 9,94 71,00 0,14% 

2 Survei Internal Integritas 
Organisasi 

6,00 5,32 88,67 5,26 87,67 1,00% 

3 Survei Eksternal Persepsi 
Korupsi 

7,00 5,32 76,00 5,25 75,00 1,00% 

4 Opini BPK 3,00 2,00 66,67 2,00 66,67 0,00% 

5 Survei Eksternal Pelayanan 
Publik 

10,00 8,27 82,70 8,05 80,50 2,20% 

  Sub Total Komponen Hasil 40,00 30,87 77,18 30,50 76,25  

  Indeks Reformasi 
Birokrasi  100,00 85,78  82.22    
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f.    Kementerian Pertanian telah melakukan usaha peningkatan kualitas layanan 
publik dengan melakukan inovasi pelayana publik dan juga melakukan survei 
kepuasan masyarakat guna mengetahui keinginan masyarakat. 

Upaya lainnya yang dilakukan dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan RB 
Kementerian Pertanian antara lain:  

a.    Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana Kementerian Pertanian   

Capaian kegiatan ini terselenggaranya kegiatan Apresiasi Jabatan Fungsional 
Perencanaan Lingkup Kementerian Pertanian dengan narasumber dari 
Bappenas yang membidangi Jabatan Fungsional Perencana dan dari Biro 
Kepegawaian Kementan serta menjalankan fungsi administrasi dan pembinaan 
bagi Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Pertanian.    

b.   Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan   Daerah (UPT) Kementerian 
Pertanian 

Dalam rangka penguatan Pusat Kementerian Pertanian. Kegiatan yang 
dilakukan, antara lain: 

1) Melakukan evaluasi Peraturan Menteri Pertanian tentang uraian tugas 
pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal; 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Pertanian ditindaklanjuti dengan penyempurnaan 
uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pertanian. Penyusunan dan pembahasan mengenai hal 
tersebut telah dilakukan secara intensif, yang melibatkan seluruh unit kerja 
lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 
Hasilnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
23/Permentan/ OT.040/7/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.040/5/2016 Tentang Uraian Tugas 
Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal. 

2)   Melakukan evaluasi Badan Ketahanan Pangan dalam melakukan penguatan 
menjadi  kelembagaan pangan nasional yang mandiri dibawah pengendalian 
Presiden.  

      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan 
bahwa lembaga pangan yang akan dibentuk mempunyai mandat yang luas 
untuk mengkoordinasikan dalam pelaksanaan penugasan pemerintah terkait 
dengan pencapaian kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan 
ketahanan pangan (Pasal 128), pasal dimaksudkan untuk meletakkan 
hubungan lembaga pangan ini sebagai regulator, dengan terbentuknya 
lembaga pangan, diharapkan urusan panga dikoordinir oleh hanya satu 
lembaga pemerintah saja yaitu Badan Pangan Nasional, sehingga lebih 
efektif dalam melaksanakan tugasnya. 

     Pembentukan lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Proses 
pembentukan dan pembahasan telah melalui proses yang panjang  dengan 
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Dari hasil sementara terlihat bahwa ada beberapa komponen yang turun nilainya bila 
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, 
Kementerian Pertanian berupaya untuk menaikkan nilai tersebut dengan 
memberikan evidens baru sehingga diharapkan nilai akhir yang akan diumumkan 
Kementerian PAN dan RB akan lebih baik dibandingkan hasil sementara tersebut.  

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
a.   Pelatihan coaching and mentoring bagi SDM Aparatur  Kementerian Pertanian; 
b.   Pembentukan Satuan Pelaksana SPI pada Unit Kerja Eselon I dan Sub Satuan 

Pelaksana SPI pada Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementan; 
c.   Pemantauan perjanjian kerja pejabat struktural secara berkala (triwulan); 
d.   Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019; 
e.   Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian    

Pertanian melalui media on line untuk setiap tahapan; 
f.     Penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial; 
g.   Penyusunan metode pengembangan karir melalui penilaian soft competency 

bagi pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional; 
h.   Pelatihan penerapan budaya pelayanan prima bagi petugas  

pemberi layanan; 
i.    Penyusunan SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif untuk perbaikan 

kualitas pelayanan. 

Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola 
pemerintahan, seperti: 
a.    Diterapkannya manajemen perubahan secara sistematis seperti terbentuknya 

Tim Reformasi Birokrasi, tersedianya road map reformasi birokrasi tahun 2015-
2019 dan diterapkannya agen perubahan; 

b.    Kementerian Pertanian telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi 
dan ketepatan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dan 
kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan 
strategis dan juga telah melakukan perampingan struktur organisasi; 

c.    Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan e-goverment pada layanan 
utamanya, walaupun belum terintegrasi; 

d.    Penataan manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh 
Kementerian Pertanian, antara lain telah merncanakan kebutuhan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan promosi jabatan pimpinan 
tinggi pratama secara terbuka dan melakukan assesment terhadap sebagian 
besar pegawai; 

e.    Kementerian Pertanian telah melakukan upaya penanganan gratifikasi, 
penanganan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dalam 
pengadaan barang dan jasa, serta pencanangan Zona Integritas dan 
membangun WBK/WBBM; 
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tinggi pratama secara terbuka dan melakukan assesment terhadap sebagian 
besar pegawai; 
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usulkan penataan Organisasi Loka Pengkajian Teknologi Pertanian 
(LPTP) Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat menjadi Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Pertimbangan usulan 
peningkatan status dari Loka menjadi Balai dimaksudkan dalam upaya 
penguatan kelembagaan pengakajian pada pada setiap Provinsi dalam 
meningkatkan tugas dan fungsi  serta sebagai koordinator di provinsi 
untuk pelaksanaan program pembangunan pertanian. 

2)   Usulan pembentukan UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan  
Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pencegahan, pengendalian, dan 
penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) serta 
melindungi kesehatan masyarakat veteriner di wilayah timur Indonesia saat 
ini ditangani oleh Balai Besar Veteriner Maros (BB-Vet) Sulawesi Selatan, 
dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, 
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sehubungan dengan jangkauan 
luas wilayah kerja pelayanan BB-Vet Sulawesi Selatan tersebut maka 
diperlukan pembentukan kelembagaan veteriner yang dapat melayani 
secara khusus pada wilayah Papua. 

3) Transformasi Kelembagaan STPP menjadi Politeknik pada UPT Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 
Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, bahwa secara teknis 
pelaksaaan peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi pada 
bentuk kelembagaan, dan program studi pendidikan pertanian pada 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) menjadi politeknik.  
Perubahan atau trasformasi pendidikan tersebut merupakan salah satu 
upaya dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 
Kementerian pertanian dalam menjawab akan tantangan kedepan 
kebutuhan akan ketersediaan sumbar daya manusia pertanian yang 
professional. 
Proses pelaksanaan kegiatan trasformasi kelembagaan pertanian dalam 
hal ini STPP menjadi Politeknik pertanian sudah dimulai dari tahun 2016  

4) Pembinaan/ Pemantauan/ Bimbingan Teknis Pengukuran Efektifitas 
Organisasi UPT Lingkup Kementerian Pertanian 
Kegiatan pembinaan/pemantauan/bimbingan teknis pengukuran efektifitas 
organisasi UPT lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka 
memperoleh masukan/data dari UPT tentang efektifitas pelaksanaan tugas 
dan fungsi organisasi 
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dimulai dari kajian dan pembahasan  mulai dari tahun 2015 dengan 
melibatkan lintas Kementerian dan lembaga non Kementerian, hasilnya 
Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional. 

3) Melakukan evaluasi terhadap peran Badan Karantina Pertanian dalam 
peran yang berkaitan sektor perdagangan dunia dan isu ketahanan, 
keamanan, kesehatan  serta lingkungan yang membuat akses pasar antar 
Negara semakin kompetitif. Melakukan pertemuan antara Sekretaris 
Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian, dan mengarahkan bahwa agar 
secara informal membuat Tim kerja  dalam menyusun kajian integrasi 
karantina dengan menggabungkan karantina hewan, ikan, tumbuhan 
menjadi Badan Nasional Karantina  yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden.  

4)  Penyusunan nomenklatur kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian,  
Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor B/462/KT.01/2017 tanggal 6 September 2017 
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, diharapkan kepada 
masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah melakukan 
penyusunan kodefikasi nomenklatur organisasi yang ditetapkan pimpinan.  
Penetapan kodefikasi nomenklatur organisasi dimaksudkan digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan pemantauan perkembangan struktur 
organisasi, melakukan penataan dan evaluasi organisasi dan melakukan 
penyusunan kelembagaan pada Kabinet 2019-2024. Hasilnya adalah 
Keputusan  Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/OT.010/11/ 2017  tentang 
Kodefikasi Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

c. Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian 
1)   Penataan UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

a) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 
           Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian, 

perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi dan 
pengujian alat dan mesin pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia Nomor: 12/Permentan/ Ot.010/4/2016 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan 
Mekanisasi Pertanian, dan tindak lanjut agar pelaksanaan tugas dan 
fungsi dapat  operasinal perlu disusun uraian tugas pekerjaan unit kerja 
eselon IV lingkup  Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 
Sehingga hasilnya telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 10/Permentan/OT.140/4/2017 tanggal 13 April 2017  Tentang 
Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Balai Besar 
Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 

b) Penataan Balai  Pengkajian Teknologi Petanian. 
Sesuai hasil pembahasan pada rapat  penataan UPT lingkup Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka sesuai dengan Surat 
Nomor 190/OT.020/M/12/2016 tanggal 30 Desember 2016   telah di 
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f. Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan 

Dalam rangka penataan dan penguatan ketatalaksanaan maka dilakukan 
serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang 
jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017, antara lain: 
1)   Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP Kementerian   

Pertanian: 
a)   Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup           

    Kementerian Pertanian Tahun 2016; 
b)   Penyusunan Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, Peta Lintas Fungsi dan   
      SOP        Makro; 
c)   Integrasi seluruh SOP Mikro terhadap SOP Makro Kementerian  

Pertanian; 
d)   Uji Materi Proses Bisnis ke beberapa daerah yang telah direncanakan. 

 
2) Evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Tata 

Hubungan  Kerja: 
a) Melanjutkan pembahasan dan mengusulkan  Lampiran Rancangan  

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Konkuren Bidang Pangan dan Pertanian; 

b)  Melakukan penyusunan dan pembahasan konsep Indikator Kinerja 
Kunci  (IKK) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan 
dan pertanian; 

c) Fasilitasi dan koordinasi untuk mengidentifikasi dan inventarisasi 
Norma,   Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait lampiran draft 
rancangan        Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian. 

g.    Pembinaan SDM  Bidang Statistik, Sistem, dan Informasi (Pusat dan Daerah) 
Salah satu fungsi Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian adalah sebagai 
pembina fungsional statistik dan komputer 
di Kementan. Pembinaan yang telah 
dilakukan meliputi sosialisasi 
Pengumpulan Daftar Usulan Penilaian 
Angka Kredit (DUPAK), cara 
pengumpulan angka kredit dengan 
mengimplementasi pada unit kerja sesuai 
dengan tupoksinya. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan statistik 
dan pranata diikuti oleh peserta dari lingkup Kementerian Pertanian. 
Pembinaan SDM juga dilakukan oleh Biro KLN pada tahun 2017. Pembinaan 
dilakukan kepada pegawai di lingkup Biro KLN. 
 

 36 

d.     Penataan Sistem Manajemen ASN 
Pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama dalam 
meningkatkan nilai RB Kementerian Pertanian. Upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia adalah: 

1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Kementerian  Pertanian; 
2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Kementerian 

Pertanian; 
3) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; 
4) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;  
5) Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. 

e.   Penyusunan Perundang-undangan bidang Pertanian berdasarkan Prolegnas 
dan Prolegtan 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang 
pertanian, dibutuhkan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kebutuhan 
regulasi dibidang pertanian. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan rencana 
kerja dalam bentuk Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi 
Pertanian dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang 
mengikat semua lembaga yang berwenang. Sesuai perjanjian kinerja tahun 
2017, capaian kinerja indikator peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 
berdasarkan prolegnas dan prolegtan mempunyai target 80 persen dari 
pemetaan sebanyak 65 peraturan perundangan-undangan bidang pertanian. 

Pada akhir tahun 2017, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 1 (satu) 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan 1 
(satu) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis 
Pangan dan Gizi, serta 48 (empat puluh delapan)  Peraturan Menteri Pertanian 
atau 76,92 % dari target 80% sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 yang 
masuk kedalam Program Legislasi Pertanian, dengan rincian sebagai berikut: 
1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan 

akhir tahun 2017 telah menerbitkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Menteri 
Pertanian; 

2) Bidang Prasarana, Saranan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
sampai dengan akhir tahun 2017 telah menerbitkan sebanyak 9 (sembilan) 
Peraturan Menteri Pertanian; 

3) Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pertanian sampai dengan 
akhir tahun 2017 telah menerbitkan sebanyak 22 (dua puluh dua) Peraturan 
Menteri Pertanian; 

4) Bidang Ternak dan Hewan telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 
2017 telah menerbitkan sebanyak 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian; 

5) Bidang Karantina Pertanian telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 
2017 telah menerbitkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Menteri Pertanian. 
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f. Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan 
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l. Pengembangan kapasitas SDM, SPI, Kelembagaan dan Administrasi 
Pengelolaan Kepegawaian PSEKP 
Kegiatan tersebut meliputi: a. Pengembangan SDM, Kelompok Peneliti, 
Kelembagaan dan administrasi pengelolaan kepegawaian, b. Pembinaan dan 
penilaian jabatan fungsional, persiapan orasi APU dan seminar kenaikan 
jenjang fungsional, c. Penerapan manajemen mutu dan layanan publik.  

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian ini 
memiliki pagu anggaran senilai Rp. 33.978.781.000,- dengan serapan anggaran 
sampai dengan 31 Desember 2015 senilai  Rp32.304.451.732,- atau 95,07%. 

4.   Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Yang Ditindaklanjuti 

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka 
meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka 
bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar 
negeri yang bebas aktif.  
 
Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2017 telah melaksanakan berbagai 
kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan 
keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan 
berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Indikator yang digunakan 
terkait kerjasama luar negeri adalah persentase kerjasama luar negeri yang dapat 
ditindaklanjuti.  
 
Capaian kinerja untuk indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada 
tahun 2017 sebesar 150% dari target 82%. Pencapaian Kinerja yang melebihi target 
yang telah ditentukan dikarenakan Adanya perubahan agenda kegiatan yang sangat 
dinamis, menyebabkan meningkatnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang 
berimbas pada pencapaian target kinerja yang sangat signifikan dibandingkan dengan 
yang telah ditetapkan. 
 

 
Gambar 5.   Grafik Target dan Realisasi Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri  yang Ditindak 

lanjuti Tahun 2015-2017 
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h.     Penerapan dan Pengembangan e-goverment  Kementerian Pertanian. 
Sebagai unit kerja pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 
lingkup Kementerian Pertanian, Pusdatin dalam mendistribusikan layanan 
dasar aplikasi TIK Kementerian Pertanian didukung dengan Standar 
Operasional Prosedur Penyelenggaraan TIK yang selalu diperbaiki sesuai 
kebutuhan dan perkembangan TIK terkini.Semakin banyaknya aplikasi yang 
dikembangkan maka pengelola membuat terobosan dalam hal pengelolaan 
aplikasi melalui integrasi sistem. SIM Terpadu: e-Personal terintegrasi 
(Simpeg, Aset, Kehadiran, Tukin, Gaji, SKP, e-surat, DUPAK, LHKASN, 
NPWP, dll), Sistem integrasi data teknis (database umum), dan Sistem 
integrasi data spesifik (unit kerja). 

i. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Biro Humas dan Informasi Publik 
Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai 
diselenggarakan di Hotel Aston, Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 21 s.d 22 
Juli 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh karyawan Biro Hubungan 
Masyarakat dan Informasi Publik, dengan jumlah peserta 100 orang. Kegiatan 
ini secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi 
Publik. 
Kegiatan ini sebagai sarana pengelolaan manajemen pegawai dalam rangka 
mewujudkan pegawai yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip dan 
kode etik Aparatur Sipil Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pertemuan ini menitik beratkan 
pada kedisiplinan, etos kerja, kerjasama dan komunikasi yang efektif dan 
efisien. 

j. Pertemuan Kehumasan Lingkup Kementerian Lembaga 
Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan 
sosialisasi dan edukasi di bidang komunikasi dan kehumasan  lingkup Biro 
Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, maupun menyertakan SDM 
dalam kegiatan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja khususnya bidang 
komunikasi dan kehumasan. 

k.  Penyelenggaraan SPI Biro Humas dan Informasi Publik 
Tujuan dari   Sistem Pengendalian Intern (SPI) ini merupakan salah satu 
wadah untuk dapat memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan yang 
sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan dari pimpinan 
guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Biro Humas dan Informasi Publik 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintah yang 
bersih.  
SPI Biro Humas dititik beratkan pada review kinerja per Subbagian Lingkup 
Biro Humas dan Informasi Publik, terkait dengan akselerasi  percepatan 
realisasi kegiatan baik kegiatan Fisik maupun keuangan. 
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Dari total anggaran Biro KLN tahun 2017 yaitu senilai Rp25.286.100.000,- (5 Satker: 
Biro KLN dan 4 (empat) Atase Pertanian), total anggaran kegiatan yang mendukung 
indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti senilai                      
Rp10.129.457.000,- dengan serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 
senilai Rp10.093.723.812,- atau 99,65 %. 

5.   Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB) nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan 
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, survei Kepuasan 
Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat 
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.  

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan, Kementerian 
Pertanian melakukan survei masyarakat untuk melihat penilian masyarakat terhadap 
layanan publik yang diterima (perceived benefit) dari Kementerian Pertanian. 

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui 
survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali.  

Target indikator kinerja IKM tahun 2017 adalah sebesar 82 dengan realisasi sebesar 
83,1. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 101,34% atau melebihi IKM yang 
ditargetkan pada tahun 2017, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Tercapainya 
target IKM tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait 
untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan 
berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa 
program layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian telah berjalan secara 
efektif dan efisien.  

Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian dari tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2015 konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80. Pada tahun 2016 
target ditingkatkan menjadi 81 dan pada tahun 2017 target ditingkatkan lagi menjadi 
82. target nilai IKM Tahun 2019 sebesar 84  sesuai dengan Renstra Kementerian 
Pertanian tahun 2015 - 2019.  Perbandingan target dan realisasi indikator IKM 
Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai 
berikut. 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi Kerjasama Luar Negeri  yang 
Ditindak lanjuti selama 5 (lima) tahun terakhir mampu mencapai target yang 
ditetapkan.  
Tren Capaian Kinerja Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri Yang Ditindaklanjuti 
dibandingkan Pagu Anggaran Tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 6. Grafik Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 – 2017  

Jika dilihat perkembangan pencapaian indikator ini, maka capaian kinerja kerjasama 
luar negeri yang ditindaklanjuti dalam 5 (lima) tahun terakhir konsisten berada diatas 
80% meskipun pagu anggaran menurun setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa 
walaupun anggaran yang mendukung kerja sama luar negeri di bidang pertanian 
mempunyai kecenderungan semakin berkurang, tetapi realisasi kerjasama luar 
negeri yang ditindaklanjuti tetap dapat melebihi target yang diinginkan. Dengan 
capaian kinerja seperti itu, Sekretariat Jenderal optimis dapat memenuhi target rasio 
kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti di Tahun 2019 sebesar 82%, sesuai 
dengan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang telah disepakati. 

Pada tahun 2017, kegiatan kerja sama luar negeri dalam rangka mendukung 
Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti antara lain:  

a.   Panduan ketua delegasi yang memuat posisi delegasi RI dan skenario 
diplomasi/negosiasi. 

b.   Diplomasi/negosiasi forum bilateral yang mengakomodir kepentingan Kementan 
RI 

c.   Perencanaan/implementasi/monev kerja sama bilateral di bidang pertanian 
d.   Kerjasama Regional di bidang pertanian 
e.   Fasilitasi sidang/pertemuan internasional dalam rangka regional 
f.    Kerjasama Selatan-Selatan 
g.   Kerjasama multilateral di bidang pertanian 
h.   Fasilitasi sidang/pertemuan internasional dalam rangka multilateral 
i.  Hari Pangan Dunia 
j.   Kerjasama dan Pengelolaan pinjaman dan Hibah luar negeri dan atase pertanian 
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Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2017 
ini telah mencapai 98.93%. Sehingga Kementerian Pertanian melalui serangkaian 
upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik secara 
konsisten, optimis mampu mencapai indikator IKM yang telah ditargetkan. 
Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kementerian Pertanian dilakukan 
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013. Unsur – unsur 
pengukuran IKM tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;  

b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;  

c. Kejelasan pelaksana pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian pelaksana 
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan dan tanggung 
jawabnya);  

d. Kedisiplinan pelaksana pelayanan, yaitu kesungguhan pelaksana dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku;  

e. Tanggung jawab pelaksana pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung 
jawab pelaksana dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;  

f. Kemampuan pelaksana pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki pelaksana dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat;  

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;  

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;  

i. Kesopanan dan keramahan pelaksana, yaitu sikap dan perilaku pelaksana dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 
saling menghargai dan menghormati;  

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;  

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan;  

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan;  

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
penerima pelayanan;  

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko yang 
diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
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Gambar 7.    Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai IKM      
                     Kementan 5 (lima) tahun  terakhir 
 

Pada gambar 6 diatas terlihat bahwa realisasi nilai IKM melebihi dari target yang 
telah ditentukan selama lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan realisasi 
tahun 2016, maka pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,46%, dan selama 
5 (lima) tahun telah terjadi peningkatan nilai IKM Kementan sebesar 3,67. Hal ini 
mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik 
yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan 
masyarakat terhadap layanan publik tersebut.              

Tren pencapaian indikator IKM dapat dijabarkan sebagai berikut.    

 
Gambar 8. Tren capaian kinerja nilai IKM Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun terakhir 

Berdasarkan analisis tren dapat dilihat bahwa capaian indikator IKM menunjukkan 
tren perkembangan positif sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi 
penurunan, karena target  yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 82 meningkat 
dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 80.  
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Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2017 
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Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kementerian Pertanian dilakukan 
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013. Unsur – unsur 
pengukuran IKM tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;  

b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;  

c. Kejelasan pelaksana pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian pelaksana 
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan dan tanggung 
jawabnya);  

d. Kedisiplinan pelaksana pelayanan, yaitu kesungguhan pelaksana dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku;  
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Pemesanan APH. 

d. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), meliputi 1 UKPP dan 23 UPT, 
yaitu: 

1) Subbag Layanan Rekomendasi, Ditjen PKH yang memberikan 15 layanan 
rekomendasi berupa benih dan/atau bibit ternak, pemasukan benih/bibit 
HPT, pendaftaran pakan, bahan pakan asal tumbuhan, bahan pakan asal 
hewan, obat hewan, izin usaha obat hewan, hewan kesayangan, sapi 
bakalan, sapi indukan, sapi potong, karkas, daging, jerohan, dan/atau 
olahannya, susu, kulit dan bulu, telur dan madu, produk hewan non 
pangan, dan pakan hewan kesayangan; 

2) Pusat Veteriner Masyarakat di Surabaya, 3 Balai Besar Veteriner di Wates, 
Maros, dan Denpasar, serta 4 Balai Veteriner di Medan, Bukittinggi, 
Lampung, dan Banjarbaru. Kedelapan UPT tersebut melaksanakan tugas 
melakukan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian 
veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode 
penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner; 

3) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan BIB Lembang, dengan 
tugas memproduksi semen beku dari sembilan bangsa sapi (Limousine, 
Simental, Aberdeen Angus, Brangus, Brahman, Ongole, Madura, Bali dan 
Friesien Holstein) dan dua bangsa kambing (Peranakan Ettawa dan Boer); 

4) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di 
Baturaden, Indrapuri, Siborongborong, Padang Mangatas, Sembawa, 
Pelaihari, dan Denpasar. Ketujuh UKPP tersebut melaksanakan 
pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan 
distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/ bibit 
hijauan pakan ternak; 

5) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung 
Sindur melaksanakan tugas pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan 
pemantauan obat; 

6) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dengan tugas memproduksi, 
mengembangkan,  dan mendistribusikan embrio ternak, dalam rangka 
penyediaanbenih dan bibit ternak unggul; 

7) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor 
melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan, dan 
mutu produk hewan; 

8) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi melaksanakan 
tugas pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan.  

e. Badan Litbang Pertanian, meliputi 6 UKPP dan 59 UPT yang melakukan 
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Pengukuran IKM dilakukan terhadap 9 Unit Kerja Pelayanan Publik  dan 160 
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian dengan jenis layanan 
sebagai berikut:  

a. Sekretariat Jenderal, meliputi 2 unit kerja yang melakukan pelayanan publik 
yaitu: 

1) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PPVTP) 
dengan jenis pelayanan: Pemberian Hak PVT, Pendaftaran Varietas 
Tanaman,  Pendaftaran Varietas Hortikultura,  Pendaftaran Pupuk, 
Pendaftaran Pestisida, Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, 
Pemasukan/ Pengeluaran Benih Hortikultura,  Pemasukan/Pengeluaran SDG 
Tanaman, Pendaftaran Pakan Ternak,  Izin Usaha Obat Hewan Pemasukan 
Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya, Pemasukan/Pengeluaran 
Benih/Bibit Ternak, Pemasukan Ternak, Ruminansia Besar, dan 
Pemasukan/Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan. 

2) Biro Humas dan Informasi Publik dengan jenis pelayanan penyebarluasan 
informasi mengenai pembangunan pertanian kepada masyarakat/publik. 
Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pemberitaan di media 
cetak, online, dan televisi serta partisipasi dalam pameran. 

b. Ditjen Tanaman Pangan, meliputi 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 
melakukan pelayanan publik yaitu: 

1) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), 
dengan tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan 
hortikultura. 

2) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan 
Hortikultura (BBPPMBTPH), dengan tugas melaksanakan  pengembangan 
serta pemberian bimbingan teknispengujian mutu benih dan penerapan 
sistem manajemen mutu benih tanaman pangandan hortikultura. 

3) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), dengan tugas 
melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan 
produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; 

c. Ditjen Perkebunan, meliputi 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan 
pelayanan publik yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 
Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon, dan Balai 
Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kalimantan Barat.  

Keempat UPT tersebut melakukan pelayanan utama kepada petani, mahasiswa, 
produsen benih, dan instansi terkait berupa: Sertifikasi kebun induk, Seleksi 
pohon induk, Sertifikasi kebun entres, Sertifikasi kebun penangkaran, Sertifikasi 
bibit, Pengujian mutu benih, Pengujian mutu Agens Pengendali Hayati, dan 
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g. Badan Karantina Pertanian, meliputi 52 UPT, yaitu  

 
52 UPT tersebut melaksanakan tugas antara lain:  

1) melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 
penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa 
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina (OPTK); 

2) melakukan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 

3) melakukan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 

4) melakukan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 

5) memberikan pelayanan operasional Karantina Hewan dan  tumbuhan; 

6) memberikan pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani 
dan nabati; 

7) mengelola sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik  Karantina 
Hewan dan tumbuhan; 

8) melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 
perundang- undangan dibidang karantina hewan, Karantina Tumbuhan 
dan keamanan hayati hewani dan nabati (Gambar 56). 
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pelayanan publik. Keenam puluh lima UKPP dan UPT tersebut melaksanakan 
tugas antara lain: melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang  
pertanian serta  penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di 
bidang  pertanian; 

f. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 
(BPPSDMP), meliputi 19 UKPP yaitu: 

 

19 UPT tersebut melakukan layanan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian 
mahasiswa, pengabdian masyarakat dan penggunaan sarana dan prasarana 
pertanian kepada penyuluh pertanian, petani/kelompok tani, siswa SMK-
PP/STPP, serta alumni; 
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5)  Unit Kerja Eselon I dan Biro/Pusat yang     
     menyelenggarakan pelayanan perizinan dan/atau     
     memilioki tugsa kehumasan dan pelayanan public 
6)  Unit Kerja Pelayanan Publik di wilayah Jabodetabek 

c. Pembahasan dalam rangka peningkatan kualitas  pelayanan publik: 
1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang 

Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik 
lingkup Kementerian Pertanian. 

2) Evaluasi Konten website pelayanan publik satu pintu pada Kementerian 
Pertanian dan Pembentukan Tim Pengelola Website sesuai Surat Keputusan 
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian tentang Tim Pengelola Website 
Portal Satu Layanan Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. 

3) Pembentukan Forum Konsultasi Publik, menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat 
edaran Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi 
Publik dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

4) Pembuatan film mini series dengan judul “ Membangun Budaya Kerja 
Disiplin Pegawai” nilai KKPID Kementerian Pertanian. 

d.   Pemberian penghargaan Abdibaktitani kepada UKPP berprestasi bidang 
pertanian tahun 2017 sudah dilakukan sesuai Permentan Nomor 
13/Permentan/KP.450/3/2015, dimulai seleksi awal sampai dengan ekspose di 
Kementerian Pertanian. Sesuai mekanisme yang berlaku selama ini, calon 
penerima penghargaan sudah dinilai secara berjenjang oleh unit kerja pembina, 
dan terakhir bagi unit kerja yang memenuhi syarat melakukan ekspose 
dihadapan Tim Penilai Kementerian Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/OT.590/12/2017 tentang 
Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik 
Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2017. Penghargaan Abdibaktitani yang 
diberikan berupa 1 (satu) Piagam Mempertahankan Piala, 3 (tiga) Piala, 15 (lima 
belas) Plakat dan 17 (tujuh belas) Piagam.   

e. Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan 
Kementerian Pertanian Tahun 2017 memaparkan hasil survey pengukuran IKM 
di lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Kementerian Pertanian= 3,32, 
nilai konversi= 83,10, dengan kualitas pelayanan A (sangat baik). 3 (tiga) Unsur 
pelayanan yang terendah sebagai berikut: 
1) Kecepatan pelayanan (U7) dengan nilai indeks = 3,26; 
2) Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4) dengan nilai indeks = 3,26; 
3) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3) dengan nilai indeks = 3,27; 

Dalam pelaksanaannya indikator Indeks  Kualitas Pelayanan Publik (IKM) 
Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran senilai Rp215.245.281.000,- 
dengan serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 senilai 
Rp185.407.011.535,- atau 86,14%. 
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kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator 
Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian, antara lain: 
a. Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik): 
      Kementerian PAN dan RB mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah 

Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga paling kurang satu UKPP 
memiliki satu inovasi pelayanan publik untuk selanjutnya diusulkan mengikuti 
kompetisi. Kementerian Pertanian mengusulkan 10 UPT dengan 10 judul inovasi 
pelayanan publik secara online melalui program Sinovik. 

b. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Prima di lingkungan Kementerian 
Pertanian diselenggarakan agar seluruh para petugas fond desk atau front office 
atau sekretaris pimpinan dan petugas pengamanan dapat meningkatkan 
Pelayanan Prima. Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis pelayanan prima 
adalah: 
1)  Meningkatnya kinerja organisasi dalam pelayanan   
     public; 
2)  Menurunnya tingkat penyimpangan dalam   
     pemberian layanan public; 
3)  Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil     
    Negara di bidang pelayanan public; 

4)  Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap  
    layanan UKPP Kementan 

     Peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Prima adalah dari : 
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penerima penghargaan sudah dinilai secara berjenjang oleh unit kerja pembina, 
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3) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3) dengan nilai indeks = 3,27; 

Dalam pelaksanaannya indikator Indeks  Kualitas Pelayanan Publik (IKM) 
Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran senilai Rp215.245.281.000,- 
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Tabel 7. Capaian Indikator Nilai Kepuasan pelayanan Publik (IKM) Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 

No. UNSUR PELAYANAN NILAI IKM 
PPVTPP 

NILAI IKM 
BIRO HUMAS 

NILAI IKM 
SETJEN 

1 Prosedur pelayanan (U1) 3,07 3,44 3,25 
2 Persyaratan Pelayanan (U2) 3,10 3,35 3,23 
3 Kejelasan Pelaksanan Kegiatan (U3) 3,14 2,88 3,01 
4 Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4) 3,13 3,02 3,08 
5 Tanggung jawab pelaksana pelayanan 

(U5) 
3,15 3,56 3,36 

6 Kemampuan Pelaksana kegiatan (U6) 3,19 3,21 3,20 
7 Kecepatan pelayanan (U7) 2,99 3,42 3,20 
8 Keadilan mendapatkan pelayanan (U8) 3,11 3,31 3,21 
9 Kesopanan dan Keramahan pelaksana 

(U9) 
3,20 3,10 3,15 

10 Kewajaran Biaya Pelayanan (U10) 2,13 2,96 3,04 
11 Kepastian Biaya pelayanan (U11) 3,22 3,81 3,52 
12 Kepastian Jadwal pelayanan (U12) 2,96 3,77 3,37 
13 Kenyamanan Lingkungan (U13) 3,26 2,88 3,07 
14 Keamanan Pelayanan (U14) 3,26 3,33 3,30 
 Nilai IKM 3,12 3,27 3,19 
 Nilai Konversi IKM 77,94 81,72 79,83 
 Mutu Pelayanan B 

BAIK 
A 

SANGAT 
BAIK 

B 
BAIK 

 
Dari gambar di atas terlihat bahwa Nilai IKM Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian pada tahun 2017 sebesar 79,83 atau capaian Kinerja 97,35 % dari target 
82, yang berarti bahwa capaian Kinerja Indikator Nilai Kepuasan Pelayanan Publik 
(IKM) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak tercapai. Namun nilai 
sebesar 79.83 masuk dalam Mutu Pelayanan B (Baik), dengan Kinerja Baik. 5 (lima ) 
unsur pelayanan yang terendah dibawah rerata tetapi masih dalam predikat Mutu 
Pelayanan B (Baik) antara lain: 

a.   Kejelasan pelaksanaan pelayanan (U3) dengan nilai indeks  3,01 

b.   Kewajaran biaya pelayanan (U10) dengan nilai indeks 3,04 

c.   Kenyamanan lingkungan (U13) dengan nilai indeks 3,07 

d.   Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4) dengan nilai indeks 3,08 

e.   Kesopanan dan keramahan pelaksana (U9) dengan indeks 3,15 

Berdasarkan catatan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Indikator Nilai 
kepuasan Pelayanan Publik (IKM) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak 
tercapai karena kelima unsur tersebut masih di bawah rerata, sehingga pada tahun 
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6.   Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 
(satu) tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, 
survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan 
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan 
publik. Sehingga Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat  (IKM) Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian tahun 2017 adalah merupakan bentuk persepsi kepuasan 
masyarakat atas layanan publik yang diberikan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian selama tahun 2017.  

Pengukuran IKM Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner instrumen bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat 
penerima layanan. Jawaban pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala likert 
(1 – 4) sehingga jawaban pertanyaan akan mencerminkan tingkat mutu layanan dari 
tidak baik s.d. sangat baik. Penetapan responden ditentukan secara acak. Untuk 
memenuhi akurasi hasil pengukuran, jumlah responden terpilih ditetapkan paling 
sedikit 75% dari total jumlah populasi penerima layanan. Interval hasil penilaian IKM 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini; 

Tabel 6. Interval hasil penilaian IKM 
Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval 

IKM 
Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu Pelayanan 

1 1,00 - 1,75 25,00 - 43,75 D Tidak Baik 
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik 
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 
4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 

 

Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
78 Tahun 2013. Pengukuran IKM Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada 
tahun 2017 dilakukan terhadap 2 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yaitu Pusat 
PPVTPP dan Biro Humas dan Informasi Publik .  Hasil Capaian Indikator Nilai 
Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. Capaian Indikator Nilai Kepuasan pelayanan Publik (IKM) Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 

No. UNSUR PELAYANAN NILAI IKM 
PPVTPP 

NILAI IKM 
BIRO HUMAS 

NILAI IKM 
SETJEN 
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8 Keadilan mendapatkan pelayanan (U8) 3,11 3,31 3,21 
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 Mutu Pelayanan B 

BAIK 
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SANGAT 
BAIK 

B 
BAIK 
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tercapai karena kelima unsur tersebut masih di bawah rerata, sehingga pada tahun 
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d.   Belum adanya pemahaman secara menyeluruh pada pemohon untuk memenuhi 
persyaratan permohonan informasi publik baik pribadi maupun organisasi/ 
perusahaan.    

e.   Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Pusat PVTPP dengan Ditjen teknis 
terkait dalam melakukan pelayanan. 

Beberapa Tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai IKM 
Sekretariat Jenderal adalah Pusat PVTPP telah merevisi Permentan No. 117 Tahun 
2013 tentang Perizinan Pertanian Secara Online menjadi Permentan No. 41 Tahun 
2017 tentang Perizinan Pertanian Secara Elektronik sesuai dengan amanah Perpres 
No. 91 Tahun 2017 tentang Kemudahan Berusaha. Sehubungan dengan hal 
tersebut, percepatan layanan dapat diakomodir seperti di bawah ini:  

a. Pusat PVTPP telah membuat portal layanan SIMPEL  (Sistem Informasi 
Pelayanan Perizinan Elektronik) htpp://simpel.pertanian.go.id/ yang memuat 
seluruh layanan perizinan di Kementerian Pertanian. Saat ini sudah ada 15 
layanan dari 30 layanan sesuai Permentan No. 41 Tahun 2017; 

b. Pusat PVTPP berkewajiban untuk memeriksa administrasi menjadi lebih cepat 
dari 2-3 hari menjadi 1 hari;  

c. Pemohon tidak diwajibkan untuk datang ke Pusat PVTPP untuk memperlihatkan 
keabsahan dokumen perusahaan / individu. Pemohon diwajibkan untuk 
membuat surat pernyataan / surat keterangan kebenaran dokumen; 

d. Pusat PVTPP akan terus berkoordinasi dengan Ditjen Teknis untuk 
menyamakan persepsi dan memperbaiki aplikasi sehingga sinkron dengan 
semua peraturan yang berlaku;  

e. Pusat PVTPP tahun 2017 telah mengusulkan revisi PP Tarif No.35 Tahun 2016 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Kementerian Pertanian, khususnya untuk tarif pelayanan 
permohoan hak PVT. Saat ini Pusat PVTPP dan Biro Keuangan dan 
Perlengkapan sedang mengkaji perubahan tarif PNBP dari aspek kewajaran, 
keadilan dan dampak terhadap masyarakat.    
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2018 untuk dapat  mencapai nilai yang ditargetkan maka kelima unsur tersebut 
harus dtingkatkan. Berikut Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut IKM Sekretariat 
Jenderal Untuk Pelayanan Publik di 2 (dua) UKPP Lingkup Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian pada  Tahun 2018: 

 
  Tabel 8. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut IKM Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertanian tahun 2018 

No UKPP ISI REKOMENDASI 
1. Kepala Biro Humas 

dan Informasi 
Publik; 

 

 

a.  Tahun 2017 pengukuran IKM dengan rerata nilai indeks 
3,27, nilai konversi IKM 81,72 dan mutu pelayanan A 
dengan kinerja sangat baik. 

b. Dalam melakukan pembinaan yang  akan datang agar 
memprioritaskan dalam hal: 
1) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3); 
2) Kenyamanan Lingkungan (U13); 
3) Kewajaran biaya pelayanan (U10);  
4) Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4); dan; 
5) Kesopanan dan keramahan pelaksana (U9). 

2. Kepala Pusat 
Perlindungan 
Varietas Tanaman 
dan Perizinan 
Pertanian. 

a.  Dalam melakukan pengukuran IKM pada tahun 2017 di 
peroleh indeks 3,12 dengan nilai konversi IKM 77,94 dan 
mutu pelayanan B dengan kinerja baik. 

b.  Pada tahun yang akan datang agar       memprioritaskan 
dalam hal: 
1) Kepastian jadwal pelayanan (U12)  
2) Kecepatan Pelayanan (U7); 
3) Prosedur pelayanan (U1);  
4) Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4);  
5) Kewajaran biaya pelayanan (U10);  
6) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3);  dan ; 
7) Keadilan mendapatkan pelayanan (U8). 

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya Nilai IKM Setjen 
antara lain: 

a.   Sumber Daya Manusia (SDM), kompetensi SDM dalam memahami pelayanan 
permohonan informasi publik maupun pameran belum merata serta kurangnya 
SDM dalam melayani pengunjung pada saat pameran informasi pertanian. 

b.   Pelayanan dalam memberikan informasi pertanian dirasa belum maksimal karena 
terkendala pemahaman tentang daftar informasi publik yang dikuasai oleh PPID 
Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 

c.  Pemohon informasi publik yang telah mendapatkan informasi dari Kementerian 
Pertanian  tidak seluruhnya mengisi survei kepuasan masyarakat sehingga 
berpengaruh terhadap total nilai keseluruhan IKM. 
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d.   Belum adanya pemahaman secara menyeluruh pada pemohon untuk memenuhi 
persyaratan permohonan informasi publik baik pribadi maupun organisasi/ 
perusahaan.    
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Beberapa Tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai IKM 
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2013 tentang Perizinan Pertanian Secara Online menjadi Permentan No. 41 Tahun 
2017 tentang Perizinan Pertanian Secara Elektronik sesuai dengan amanah Perpres 
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dari 2-3 hari menjadi 1 hari;  
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tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Kementerian Pertanian, khususnya untuk tarif pelayanan 
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keadilan dan dampak terhadap masyarakat.    
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2018 untuk dapat  mencapai nilai yang ditargetkan maka kelima unsur tersebut 
harus dtingkatkan. Berikut Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut IKM Sekretariat 
Jenderal Untuk Pelayanan Publik di 2 (dua) UKPP Lingkup Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian pada  Tahun 2018: 

 
  Tabel 8. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut IKM Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertanian tahun 2018 

No UKPP ISI REKOMENDASI 
1. Kepala Biro Humas 

dan Informasi 
Publik; 

 

 

a.  Tahun 2017 pengukuran IKM dengan rerata nilai indeks 
3,27, nilai konversi IKM 81,72 dan mutu pelayanan A 
dengan kinerja sangat baik. 

b. Dalam melakukan pembinaan yang  akan datang agar 
memprioritaskan dalam hal: 
1) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3); 
2) Kenyamanan Lingkungan (U13); 
3) Kewajaran biaya pelayanan (U10);  
4) Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4); dan; 
5) Kesopanan dan keramahan pelaksana (U9). 

2. Kepala Pusat 
Perlindungan 
Varietas Tanaman 
dan Perizinan 
Pertanian. 

a.  Dalam melakukan pengukuran IKM pada tahun 2017 di 
peroleh indeks 3,12 dengan nilai konversi IKM 77,94 dan 
mutu pelayanan B dengan kinerja baik. 

b.  Pada tahun yang akan datang agar       memprioritaskan 
dalam hal: 
1) Kepastian jadwal pelayanan (U12)  
2) Kecepatan Pelayanan (U7); 
3) Prosedur pelayanan (U1);  
4) Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4);  
5) Kewajaran biaya pelayanan (U10);  
6) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3);  dan ; 
7) Keadilan mendapatkan pelayanan (U8). 

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya Nilai IKM Setjen 
antara lain: 

a.   Sumber Daya Manusia (SDM), kompetensi SDM dalam memahami pelayanan 
permohonan informasi publik maupun pameran belum merata serta kurangnya 
SDM dalam melayani pengunjung pada saat pameran informasi pertanian. 

b.   Pelayanan dalam memberikan informasi pertanian dirasa belum maksimal karena 
terkendala pemahaman tentang daftar informasi publik yang dikuasai oleh PPID 
Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 

c.  Pemohon informasi publik yang telah mendapatkan informasi dari Kementerian 
Pertanian  tidak seluruhnya mengisi survei kepuasan masyarakat sehingga 
berpengaruh terhadap total nilai keseluruhan IKM. 
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Selama tahun 2017, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik bertugas 
melakukan peliputan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian 
Pertanian. Untuk peliputan kunjungan kerja Menteri Pertanian dilaksanakan 
sebanyak 135 kali dengan pemberitaan sebanyak 155 kali di media cetak dan 
1.012 kali di media elektronik. Selama periode tahun 2017 Menteri Pertanian 
telah melakukan kegiatan konferensi pers sebanyak 59 kali di media cetak dan 
206 kali di media elektronik.  
Selama tahun 2017, siaran langsung kegiatan pimpinan  dilakukan sebanyak 21 
Kali dengan media Kompas TV, Metro TV, TV One, serta TVRI. Tema yang 
diangkat pada siaran langsung diantaranya adalah stabilisasi harga, dan 
ketersediaan stok serta data produksi komoditas strategis terutama beras. Selain 
siaran langsung, juga terdapat siaran tunda (taping) berbentuk Dialog/talkshow 
yang dilaksanakan baik indoor (Studio) ataupun outdoor (Lokasi Panen/Tanam) 
sebanyak 24 kali. Salah satunya Interview dengan Tukul Arwana, program di 
Kompas TV, yang mengangkat sosok Menteri Pertanian dan kinerjanya.  
Tahun 2017, penyebarluasan informasi pertanian di media elektronik juga 
dilaksanakan melalui Running Text apabila ada isu strategis yang perlu untuk 
diinformasikan. Running text telah dilakukan sebanyak 125 kali ditayangkan di 
media Televisi Nasional seperti Metro TV, TV One, Kompas TV, I News, Berita 
Satu, TVRI dan RCTI. 
Penyebarluasan informasi pembangunan pertanian melalui media online 
merupakan upaya untuk menyebarluaskan pemberitaan pembangunan pertanian 
secara cepat, mudah dan luas melalui media online. Sepanjang 2017 beberapa 
media online yang berkerjasama dengan meliput kegiatan dan memuat 
berita/press release Kementerian Pertanian adalah detik.com, metronews.com, 
JPNN, Antara.com, Kumparan.com, RMOL, Republika.com, Kompas.com, 
Nusakini, B2B, Beritarayaonile, Betaenews, Rilis.id, Jurnas, dll. 
Seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
cepat dan akurat, Kementerian Pertanian turut membuka jalur interaksi langsung 
dengan publik melalui situs jejaring sosial. Saat ini, terdapat empat akun jejaring 
sosial yang dimiliki Kementerian Pertanian dan dikelola oleh Biro Hubungan 
Masyarakat dan Informasi Publik yaitu akun Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia (Facebook Fan Page/ @KementanRI), @kementan (Twitter), 
@kementerianpertanian (Instagram), dan Kementerian Pertanian RI (Youtube).  

b. Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap layanan informasi publik (IKM %) Biro 
Humas dan Informasi Publik   

Pada tahun 2017 dari target 82%, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi 
Publik mampu mencapai nilai untuk tingkat kepuasan terhadap layanan informasi 
publik sebesar 81.13% , atau capaian kinerja sebesar  98,96%. Beberapa 
kendala yang mengakibatkan nilai tingkat kepuasan terhadap layanan informasi 
publik Biro Humas dan IP antara lain: 
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  Gambar 10  Nilai IKM Sekretariat Jenderal tahun 2013-2017 
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dan capaian  dapat ditingkatkan kembali  pada tahun 2016 dan tahun 2017.  

Selama tahun 2017, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung 
keberhasilan pencapaian nilai Indikator Kepuasan Pelayanan Publik (IKM) 
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a. Penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian (Biro Humas dan 
IP) 
Pada tahun 2017 target penyebaran informasi program pembangunan pertanian 
sebanyak 1.750 pemberitaan. Realisasi pada tahun 2017 untuk pemberitaan 
inisiatif Kementerian Pertanian sebanyak  3.855 berita di media cetak, 17.305 
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tersebut sebesar 1.276,12%. 
 

                       
Gambar 11. Grafik pemberitaan positif yang dimuat di media cetak, media online dan 

media elektronik 
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terhadap pengguna layanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 
Pertanian. Hasil pengukuran IKM Pusat PVTPP tahun 2017 menunjukkan Nilai 
Indeks 3,12 dengan Nilai IKM setelah dikonversi menjadi 77.94 dengan Mutu 
Pelayanan berkinerja nilai BAIK. Tahun 2017 kualitas layanan perlindungan 
varietas tanaman dan perizinan pertanian berhasil meningkat sebesar 4.43 dari 
Tahun 2016 sebesar 73,51. Nilai IKM ini telah melampaui target yang ditetapkan 
sebesar 75. Jika dilihat pada grafik, maka trend penilaian IKM layanan Pusat 
PVTPP dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terus meningkat.   
                                                                                                                            
Upaya dan kegiatan yang dilakukan Pusat PVTPP dalam rangka peningkatan 
kualitas layanan publik pada tahun 2017 adalah : 
1) Dengan keluarnya Perpres No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksana Berusaha, maka Pusat PVTPP sebagai institusi yang 
memberikan layanan perizinan secara elektronik merevisi Permentan No. 
117 Tahun 2013 tentang Perizinan Pertanian Secara Online menjadi 
Permentan No. 41 Tahun 2017 Pelayanan Perizinan Secara Elektronik yang 
mengacu dari PP tersebut. Permentan No. 41 telah mengadopsi seluruh 
layanan Perizinan yang ada di Kementerian Pertanian dimana seluruhnya 
melalui Pusat PVTPP. Sehingga pada akhirnya, seluruh layanan perizinan 
melalui one stop services. 

2) Transformasi loket pelayanan menjadi ruang konsultasi pelayanan dan 
pengaduan masyarakat, pelayanan menjadi 100% sistem elektronik, 
sehingga pengguna layanan perizinan pertanian tidak perlu datang ke Pusat 
PVTPP. Ruang konsultasi mengakomodasi kebutuhan para pengguna 
layanan untuk berkonsultasi tentang layanan dan pengaduan saja, sehingga 
interaksi antara pemohon dan petugas layanan akan semakin berkurang. 
          Sebelum                                 Sesudah 

     
           Gambar 13. Perubahan Loket menjadi Ruang Layanan  dan Konsultasi 

 
3)  Pusat PVTPP telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari PT. Tafa 

Sertifikasi Internasional. Sertifikasi sistem Manajemen Mutu ini merupakan 
upaya untuk perubahan perilaku dan cara kerja menjadi lebih baik dan 
sistematis dan memberikan pelayanan yang berstandar internasional. 
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1) kompetensi SDM dalam memahami pelayanan permohonan informasi publik 
maupun pameran belum merata serta kurangnya SDM dalam melayani 
pengunjung pada saat pameran informasi pertanian. 

2)  Kurangnya pemahaman tentang daftar informasi publik yang dikuasai oleh 
PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian 

3)  belum adanya pemahaman secara menyeluruh pada pemohon untuk 
memenuhi persyaratan permohonan informasi publik baik pribadi maupun 
organisasi/ perusahaan.    

c. Penyelenggaraan Protokol dan Hubungan Antar  Lembaga 
Kinerja kegiatan keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga diukur dari 
banyaknya layanan dan kegiatan Menteri Pertanian dan Pimpinan Kementerian 
Pertanian yang difasilitasi oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik 
selama tahun 2017. Target layanan kegiatan yang dilakukan adalah 96 kegiatan 
dengan realisasi 180 kegiatan atau melebihi layanan yang ditargetkan selama 
tahun 2017. 

Fasilitasi tersebut meliputi pelaksanaan Rapat Pimpinan, Upacara Hari Besar 
Nasional, pelantikan pejabat Kementerian Pertanian, pendampingan kunjungan 
kerja ke daerah, Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat antara Pimpinan 
Kementerian Pertanian dengan DPR-RI serta pendampingan Kunjungan kerja 
Komisi IV DPR RI. 

                       
Gambar 12. Penyelenggaraan ptotokol dan hubungan antar lembaga tahun 2017 

d. Nilai IKM Pusat PVTPP 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan 
Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian bahwa untuk mengetahui 
gambaran  kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh suatu Unit 
Kerja Pelayanan Publik (UKPP) lingkup Kementerian Pertanian wajib dilakukan 
pengukuran  dan pelaporan hasil survey IKM.  Pada tahun 2017 Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian telah melakukan survey 
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3)  Koordinasi Teknis Permohonan Hak PVT.  

Tahun 2017 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu di di Hotel 
Grand Mercure Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2017 dan bertempat di 
Hotel Lombok Raya Nusa Tenggara barat pada tanggal 29 Agustus 2017. 
Dalam koordinasi teknis ini Pusat PVTPP selain sosialisasi pelayanan 
permohonan hak PVT juga melakukan on site service dengan membimbing 
langsung user melakukan pengisian formulir. 

f. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman 
Pendaftaran Varietas Tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas 
untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang 
dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai 
hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya 
dan/atau penggunanya. Bukti Pendaftaran Varietas Tanaman diberikan dalam 
bentuk Tanda Daftar Varietas Tanaman (TDV). 
Kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran 
varietas lokal dan hasil pemuliaan: 

1)  Penyempurnaan Aplikasi Pelayanan Pendaftaran Varietas  
Dalam rangka terus mendorong pelaksanaan kebijakan e government untuk 
meningkatkan pelayanan publik, terus dilakukan upaya penyempurnaan 
aplikasi yang terkait dengan pendaftaran varietas tanaman. Beberapa aplikasi 
yang terus dikembangkan adalah aplikasi data base penamaan varietas 
tanaman, aplikasi on line pendaftaran varietas, aplikasi online pendaftaran 
varietas hortikultura,  dan penyempurnaan aplikasi database varietas 
tanaman. Aplikasi dimaksud untuk mempermudah pelayananan penamaan 
varietas lokal dan hasil pemuliaan, mempercepat pelayanan pendaftaran 
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dengan aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura, serta 
penyempurnaan aplikasi on line pendaftaran varietas tanaman. 

2) Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal 
Dalam upaya mendorong percepatan pendaftaran varietas lokal, pada tahun 
2017 dilakukan pilot project pelaksanaan kerjasama melalui Perjanjian 
Kerjasama (MoU) dengan 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Bengkulu, 
Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tengggara Barat.Dari hasil pelaksanaan 
kegiatan kerjasama percepatan pendaftaran dengan 5 provinsi tersebut 
secara signifikan berhasil meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran 
varietas lokal. 
 

3)  Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman 
Dalam rangka mendukung kegiatan pendaftaran varietas tanaman, deskripsi 
varietas merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemohon 
yang akan mendaftarkan varietasnya ke kantor Pusat PVTPP. Pendeskripsi 
varietas merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting 
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Gambar 14. Sertifikat ISO 9001:2008 Pusat PVTPP 
 

4)  Pada tahun 2017 terjadi perubahan website Pusat PVTPP dari segi tampilan 
yang lebih user friendly dengan model portal. Layanan pengaduan secara 
online dapat diakses secara online melalui website Pusat PVTPP, yaitu 
http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/ 
 

 
Gambar 15. Layanan Pengaduan Secara Online 

 

e. Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT 

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 antara lain: 

1)  Sosialisasi On Line Permohonan Hak PVT.  

      Sosialisasi on line permohonan hak PVT dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 
2017 di Hotel Salak The Heritage Bogor. Kegiatan ini memberikan 
pemahaman dan kemampuan tentang aplikasi on line permohonan hak PVT 
terhadap para pemohon hak PVT, sehingga pemohon dapat memberikan 
umpan balik terhadap penggunaan aplikasi on line. 

2)  Peningkatan Kapasitas SDM Pemeriksa PVT.  

Kegiatan ini dalam peningkatan keterampilan  serta profesionalisme 
pemeriksa PVT dalam melaksanakan pemeriksaan substantif (BUSS) telah 
dilaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Pemeriksa PVT yang 
dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di Sahira Butik Hotel Bogor.  
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adanya koordinasi ini, sistem pelayanan publik untuk pendaftaran varietas 
mejadi lebih baik, cepat dan terintegrasi. 

7) Penyempurnaan Aplikasi Database 
Untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, maka pada tahun 2017 
dilakukan penyempurnaan aplikasi database varietas tanaman. 
Penyempurnaan yang dilakukan antara lain dari sisi kemudahan pencarian 
nama varietas dan kecepatan pengoperasiannya, serta mengintegrasikan 
aplikasi yang telah ada dengan aplikasi yang dibangun oleh Direktorat 
Jenderal Hortikultura . 

g. Fasilitasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Pestisida 
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan pupuk dan pestisida serta 
kesamaan persepsi terhadap peraturan maka telah dilaksanakan workshop dan 
bimbingan teknis serta pengawasan bersama terhadap peredaran pupuk dengan 
Direktorat Pupuk dan Bareskrim Polri yaitu :  
1) Workshop Apresiasi Petugas Pengambilan Contoh (PPC) Pupuk Dan 

Pestisida. Pusat PVTPP melaksanakan Workshop Apresiasi Petugas 
Pengambil Contoh (PPC) Pupuk dan Pestisida tanggal 29 Maret-1 Aplril 2017 
di The Grantage Hotel Sky & Lounge. Tujuan dari worskshop ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan calon Petugas Pengambil 
Contoh. 

2) Bimbingan Teknis Pendaftaran Pupuk Secara On Line Workshop Layanan 
Dokumen Impor Pestisida Dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 
Pestisida. Bimbingan Teknis telah dilaksanakan di 3 wilayah yang banyak 
produsen pupuk di daerahnya, yaitu : (1) pada tanggal 28 April 2017 di 
Surabaya dengan peserta sekitar 100 produsen pupuk di wilayah Jawa Timur, 
(2) pada tanggal 15 Juni 2017 di Bogor dengan peserta sekitar 100 produsen 
pupuk di Jawa Barat dan (3) pada tanggal 30 Agustus 2017 di Semarang 
dengan peserta sekitar 60 produsen pupuk di wilayah Jawa Tengah 

h. Optimalisasi Indonesia Nasional Single Window (INSW) 

Dalam rangka Optimalisasi INSW telah dilaksanakan workshop Layanan 
Dokumen Impor Pestisida Dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pestisida. 
Workshop ini menjadi forum diskusi antara pelaku usaha dengan pengelola 
INSW dan kepabeanan untuk mencari solusi atas kendala yang ditemui pada 
proses dan prosedur ekspor maupun impor. Selain itu, juga menjadi bahan 
evaluasi dan identifikasi masalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 
Pusat PVTPP dan pihak terkait, khususnya untuk perizinan pestisida. Dalam 
workshop ini sekitar 100 pelaku usaha bidang pestisida memperoleh pemaparan 
yang komprehensif mengenai dukungan INSW terhadap kegiatan ekspor dan 
Impor di Indonesia, Ketentuan Impor Pestisida, Pengawasan atas Barang 
Larangan dan Pembatasan oleh Bea dan Cukai, Harmonisasi BTKI 2017, 
Kualitas Formulasi Pestisida, dan Ketentuan Impor Pestisida. 
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dalam melakukan karakterisasi morfologi varietas. Oleh karena itu perlu 
dipersiapkan sumberdaya yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan 
yang memadai di bidang penyusunan deskripsi varietas tanaman. Pada 
tanggal 23-27 Oktober 2017 diselenggarakan kegiatan Pelatihan Petugas 
Pendeskripsi Varietas Tanaman bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian 
Kayu Ambon dan Stasiun Pengujian Lembang.  Pelatihan diikuti oleh 40 
orang peserta yang terdiri dari petugas dari BPTP seluruh Indonesia (33 
orang) dan 7 orang staf Bidang Pendaftaran Varietas. 

Diharapkan dari pelatihan ini, pengetahuan dan ketrampilan petugas BPTP 
khususnya yang menangani sumberdaya genetik meningkat sehingga 
pengukuran dan pengamatan karakter morfologi varietas akan lebih baik 
dalam rangka mendorong percepatan pendaftaran varietas.  

4)  Sosialisasi Pendaftaran Varietas Tanaman 
Sosialisasi Pendaftaran Varietas Tanaman dilaksanakan dua kali yaitu 
Sosialisasi pertama pada tanggal 7-9 Maret 2017 bertempat di Orchardz Hotel 
Kota Pontianak yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian kabupaten/kota 
di seluruh regional Kalimantan, BPTP, BPSB dengan jumlah peserta sekitar 
150 orang, yang kedua diselenggarakan pada tanggal 27-28 April 2017 
bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya yang dihadiri oleh 
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi, 
BPTP, BPSB dan Dinas Pertanian di 14 provinsi wilayah Indonesia timur. 

5) Aplikasi On line Pendaftaran Varietas Hortikultura 
Pendaftaran varietas tanaman secara on line merupakan bentuk fasilitas dari 
Pusat PVTPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Pengembangan Aplikasi pendaftaran varietas hortikultura berupa 
pengintegrasian aplikasi online Pusat PVTPP dengan Ditjen Hortikultura, 
karena sebelumnya aplikasi online pendaftaran varietas hortikultura secara 
online baru dilaksanakan antara pemohon dengan Pusat PVTPP 

6) Koordinasi Teknis Pendaftaran Varietas Tanaman  
Sebagai tindak lanjut dari Permentan Nomor  117 Tahun 2013, Pusat PVTPP 
telah membangun 2 (dua) jenis pelayanan yang akan dilakukan secara on 
line, yaitu 1) Pendaftaran Varietas Hortikultura, 2) pelayanan pendaftaran 
varietas lokal dan Hasil Pemuliaan. Untuk itu hasil aplikasi pendaftaran 
varietas tanaman perlu disosialisasikan kepada pelanggan sebagai pengguna 
dan juga calon pengguna pendaftaran varietas. Sosialisasi ini dilaksanakan 
pada tanggal 22-23 Maret 2017 bertempat di Hotel Grand Mercure 
Yogyakarta yang dihadiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Regional 
Jawa dan Sumatera, Perguruan Tinggi, BPTP dan BPSB serta Perusahaan 
benih hortikultura di wilayah pulau Jawa.  
Sosialisasi menekankan pada peningkatan pelayanan publik pada instansi 
pemerintah yang disampaikan oleh Komisi Ombudsman serta workshop 
pendaftaran varietas hortikultura secara on line. Diharapkan kedepan dengan 
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dibandingkan dengan keseluruhan arsip inaktif yang menjadi koleksi Pusat Arsip 
Kementerian Pertanian. 

Berikut ini adalah tabel pengukuran Ketersediaan Arsip Dinamis Inaktif Pusat 
Arsip Kementerian Pertanian : 

 Tabel 9. Pengukuran Ketersediaan Arsip Dinamis Unit  Kearsipan I Kementan 
Tahun 2017  

Total Jumlah Arsip Tertata dan 
Terdata 

Total Jumlah Arsip 
Belum Tertata dan 

Terdata 

Total Jumlah Arsip Pusat Arsip 
Kementerian Pertanian 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

16,320 boks 90 % 1,816 
boks 10 % 18,136 

boks 100 % 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pencapaian target Ketersediaan Arsip 
Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian adalah sebesar 90 % dari  83% 
target yang ditetapkan.  

b.  Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana  Kantor Pusat    Lingkup 
Sekretariat Jenderal 

Guna mengetahui tingkat kepuasaan dan sekaligus sebagai bahan masukan 
untuk peningkatan pelayanan, Biro Umum dan Pengadaan Bagian Rumah 
Tangga melakukan jajak pendapat melalui kuesioner terkait Kepuasan Pengguna 
Sarana dan Prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal yang diedarkan 
dan diperoleh capaian nilai sebesar 74,81% untuk tahun 2017 dengan kategori 
“Baik” artinya kualitas pelayanan sarana dan prasarana berhasil meningkat 
sebesar 8,84% dari Tahun 2016 sebesar 65,97%, namun kegiatan ini masih 
dibawah target dimana target Nilai Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana 
Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal harus sama dengan nilai Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 80% dan hal ini memang 
kami sadari bahwa target yang ditetapkan masih terlalu tinggi karena sifat 
pekerjaannya sebagian besar merupakan fisik bangunan dan oleh sebab itu 
kegiatan ini  belum bisa tercapai karena masih banyak pekerjaan yang belum 
diakomodir. Kedepan Biro Umum dan Pengadaan akan memperbaiki kinerja 
sesuai target yang telah ditentukan. 
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i. Pengembangan Pelayanan Perizinan Peternakan On line 
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang peternakan, tahun 2017 
Pusat PVTPP telah melakukan pengembangan aplikasi sistem perizinan on line 
yaitu:  
1)  Perizinan pemasukan dan pengeluaran bibit/benih ternak yang terintegrasi 

dengan sistem INSW 
2)  Pengembangan aplikasi permohonan izin usaha obat hewan  
3)   Permohonan pendaftaran pakan ternak.  

 

j. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik Pusat PVTPP 

Dalam rangka penglolaan pelayanan dan informasi publik, tahun 2017 Pusat 
PVTPP melakukan kegiatan yaitu a) Mengkoordinir dan koordinasi Revisi 
Standar Pelayanan Publik Pusat PVTPP; b) Melakukan Survei Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Semester I dan II dan menyusun laporan, c) Pegelolaan 
Pengaduan Masyarakat (Dumas), dan d) Pembangunan survei IKM secara 
online melalui website Pusat PVTPP. 

k. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PVTPP) 

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik, Pusat PVTPP pada 
akhir tahun 2016 telah menyusun dokumen manajemen mutu sebagai 
persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Tahun 2017 Pusat PVTPP 
mulai mengimplementasikan dokumen manajemen mutu dalam melakukan 
pelayanan PVTPP dan sudah dievaluasi secara internal melalui audit internal. 
Pada bulan November 2017 Pusat PVTPP telah sukses mendapatkan sertifikat 
ISO 9001:2008 dari PT. Tafa Sertifikasi Internasional. Sertifikasi sistem 
Manajemen Mutu ini merupakan upaya untuk perubahan perilaku dan cara kerja 
menjadi lebih baik dan sistematis dan memberikan pelayanan yang berstandar 
internasional. 

Selain kegiatan  di 2 (dua) UKPP lingkup Sekretariat Jenderal tersebut, Sekretariat 
Jenderal juga melakukan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan 
sebagai berikut: 

a. Ketersediaan Arsip Dinamis inaktif Kementerian   Pertanian 

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Pimpinan unit 
kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan 
penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan 
publik, sedangkan Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap 
ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif. 
Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Ketersediaan arsip dinamis dibatasi 
pada ketersediaan arsip dinamis inaktif pada Pusat Arsip Kementerian 
Pertanian. Ketersediaan arsip ini diukur berdasarkan jumlah koleksi arsip inaktif 
koleksi Pusat Arsip Kementerian Pertanian yang telah ditata dan didata 
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dibandingkan dengan keseluruhan arsip inaktif yang menjadi koleksi Pusat Arsip 
Kementerian Pertanian. 

Berikut ini adalah tabel pengukuran Ketersediaan Arsip Dinamis Inaktif Pusat 
Arsip Kementerian Pertanian : 

 Tabel 9. Pengukuran Ketersediaan Arsip Dinamis Unit  Kearsipan I Kementan 
Tahun 2017  

Total Jumlah Arsip Tertata dan 
Terdata 

Total Jumlah Arsip 
Belum Tertata dan 

Terdata 

Total Jumlah Arsip Pusat Arsip 
Kementerian Pertanian 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

16,320 boks 90 % 1,816 
boks 10 % 18,136 

boks 100 % 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pencapaian target Ketersediaan Arsip 
Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian adalah sebesar 90 % dari  83% 
target yang ditetapkan.  

b.  Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana  Kantor Pusat    Lingkup 
Sekretariat Jenderal 

Guna mengetahui tingkat kepuasaan dan sekaligus sebagai bahan masukan 
untuk peningkatan pelayanan, Biro Umum dan Pengadaan Bagian Rumah 
Tangga melakukan jajak pendapat melalui kuesioner terkait Kepuasan Pengguna 
Sarana dan Prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal yang diedarkan 
dan diperoleh capaian nilai sebesar 74,81% untuk tahun 2017 dengan kategori 
“Baik” artinya kualitas pelayanan sarana dan prasarana berhasil meningkat 
sebesar 8,84% dari Tahun 2016 sebesar 65,97%, namun kegiatan ini masih 
dibawah target dimana target Nilai Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana 
Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal harus sama dengan nilai Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 80% dan hal ini memang 
kami sadari bahwa target yang ditetapkan masih terlalu tinggi karena sifat 
pekerjaannya sebagian besar merupakan fisik bangunan dan oleh sebab itu 
kegiatan ini  belum bisa tercapai karena masih banyak pekerjaan yang belum 
diakomodir. Kedepan Biro Umum dan Pengadaan akan memperbaiki kinerja 
sesuai target yang telah ditentukan. 
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i. Pengembangan Pelayanan Perizinan Peternakan On line 
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang peternakan, tahun 2017 
Pusat PVTPP telah melakukan pengembangan aplikasi sistem perizinan on line 
yaitu:  
1)  Perizinan pemasukan dan pengeluaran bibit/benih ternak yang terintegrasi 

dengan sistem INSW 
2)  Pengembangan aplikasi permohonan izin usaha obat hewan  
3)   Permohonan pendaftaran pakan ternak.  

 

j. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik Pusat PVTPP 

Dalam rangka penglolaan pelayanan dan informasi publik, tahun 2017 Pusat 
PVTPP melakukan kegiatan yaitu a) Mengkoordinir dan koordinasi Revisi 
Standar Pelayanan Publik Pusat PVTPP; b) Melakukan Survei Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Semester I dan II dan menyusun laporan, c) Pegelolaan 
Pengaduan Masyarakat (Dumas), dan d) Pembangunan survei IKM secara 
online melalui website Pusat PVTPP. 

k. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PVTPP) 

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik, Pusat PVTPP pada 
akhir tahun 2016 telah menyusun dokumen manajemen mutu sebagai 
persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Tahun 2017 Pusat PVTPP 
mulai mengimplementasikan dokumen manajemen mutu dalam melakukan 
pelayanan PVTPP dan sudah dievaluasi secara internal melalui audit internal. 
Pada bulan November 2017 Pusat PVTPP telah sukses mendapatkan sertifikat 
ISO 9001:2008 dari PT. Tafa Sertifikasi Internasional. Sertifikasi sistem 
Manajemen Mutu ini merupakan upaya untuk perubahan perilaku dan cara kerja 
menjadi lebih baik dan sistematis dan memberikan pelayanan yang berstandar 
internasional. 

Selain kegiatan  di 2 (dua) UKPP lingkup Sekretariat Jenderal tersebut, Sekretariat 
Jenderal juga melakukan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan 
sebagai berikut: 

a. Ketersediaan Arsip Dinamis inaktif Kementerian   Pertanian 

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Pimpinan unit 
kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan 
penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan 
publik, sedangkan Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap 
ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif. 
Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Ketersediaan arsip dinamis dibatasi 
pada ketersediaan arsip dinamis inaktif pada Pusat Arsip Kementerian 
Pertanian. Ketersediaan arsip ini diukur berdasarkan jumlah koleksi arsip inaktif 
koleksi Pusat Arsip Kementerian Pertanian yang telah ditata dan didata 
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Saing Pertanian Indonesia, (9) Revitalisasi Kegiatan Hilirisasi Sistem Komoditas 
Pertanian sebagai Strategi Peningkatan Ekspor, (10) Efisiensi Rantai Pasok dan 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Cabai, dan Bawang Merah, 
(11) Peningkatan Akses Petani terhadap Pasar Komoditas Pertanian, (12) 
Efisiensi Rantai Pasok Komoditas Ayam Ras Pedaging dan Petelur Dalam 
Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Peternak. 

e.  Penyediaan layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu 
aktual pembangunan pertanian PSEKP 
Kegiatan analisis kebijakan (anjak) pertanian berdasarkan isu-isu aktual yang 
terjadi selama tahun 2017, dan juga berdasarkan permintaan langsung dari 
pimpinan Kementan. Selama tahun 2017 ada sebanyak 13 penelitian Anjak yang 
dilakukan, yaitu: (1) Analisis Keberadaan Surplus dan Kebutuhan Cadangan 
Pangan Pemerintah (CPP) Beras untuk Menjaga Stabilitas Harga di Tingkat 
Konsumen, (2) Analisis Konsepsi dan Strategi Implementasi UPSUS SIWAB, (3) 
Analisis Konsepsi, Implementasi dan Arah Pengembangan Asuransi Pertanian, 
(4) Model Pengembangan Produksi Pangan di Daerah Perbatasan, (5) Outlook 
Indikator Makro Sektor Pertanian 2017-2019: PDB Sektor Pertanian, (6) Telaah 
Dampak Kebijakan PPN 10% pada Gula Tebu Petani, (7) Domestik Support dan 
Tarif Yang Layak Sebagai Unsur Proteksi dan Promosi Ekspor, (8) Pemanfaatan 
Food Sustainability Index (FSI) Dan Global Food Security Index (GFSI) Untuk  
Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia, (9) Analisis Kebijakan dan 
Program Menuju Swasembada Kedelai Berkelanjutan, (10) Analisis Dampak 
Kebijakan Negatif Investasi Bidang Usaha Hortikultura, (11) Review UU 
Pertanian dan Yang Dibutuhkan Untuk Mendukung Program Pembangunan 
Pertanian, (12) Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi 
Pangan Pokok, (13) Sintesis Kebijakan Pembangunan Pertanian. 

f.   Diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian 
PSEKP memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan 
pembangunan pertanian, khususnya yang terkait dengan permasalahan sosial 
ekonomi dan kebijakan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, diseminasi 
hasil penelitian PSEKP dilaksanakan melalui penerbitan publikasi ilmiah, 
seminar rutin, Focus Group Discussion (FGD), dan lain-lainnya. Kegiatan 
diseminasi tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian para 
peneliti PSEKP maupun dari luar PSEKP tentang sosial ekonomi dan kebijakan 
pertanian, serta mengoptimalkan peran PSEKP untuk mendapatkan masukan 
dari berbagai pakar serta pihak yang kompeten terutama dengan isu aktual 
pembangunan pertanian. 
Kegiatan publikasi hasil penelitian dan analisis sosial ekonomi pertanian 
merupakan aktivitas rutin setiap tahun. Pada tahun anggaran 2017 PSEKP telah 
menerbitkan enam jenis publikasi yaitu: (1) Jurnal Agro Ekonomi (JAE) terbit dua 
kali setahun dan dicetak masing-masing 500 eksemplar untuk setiap nomor 
terbitan, (2) Forum Agro Ekonomi (FAE) terbit dua kali setahun dan dicetak 
sebanyak 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan, (3) Analisis Kebijakan 
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Tabel 10. Rekapitulasi Penilaian Sarana dan Prasarana Gedung A Kantor Pusat 
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017. 

No Komponen Skor Nilai Interval Konversi Klasifikasi 
1. Perparkiran 3,02  

 
2,51 - 3,25 

 
 
62,51 - 81,25 

 
 
B  (Baik) Total Nilai 
74,81 

2. Keamanan  3,05 

3. Kebersihan 2,98 

4. Kelistrikan 2,98 

5. Air Bersih 2,94 

Nilai Layanan Sarana dan 
Prasarana 

2,99 

 
c. Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik  

Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di 
bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertanian. 
Kegiatan pada tahun 2017 dalam rangka pencapaian tingkat kepuasan layanan 
Pengadaan barang dan jasa dengan nilai baik antara lain: 
1)   Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginput SiRUP TA 2016, Bimbingan 

Teknis SiRUP TA 2016 dan Sosialisasi Aplikasi SiRUP Versi 2. 
2)   Sosialisasi/Pelatihan Tatacara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) Dalam Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Pengadaan 
Barang/Jasa, Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Penawaran  
Jasa Konstruksi 

3)   Pembentukan Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Unit Pelaksana 
Teknis (ULP-UPT) 

4)   Penguatan Kelembagaan ULP-UPT 
5)  Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

d. Penyediaan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika 
pembangunan pertanian  

Pada tahun 2017 PSEKP melaksanakan 12 topik penelitian sosial ekonomi dan 
kebijakan pertanian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait dengan : 
(1) Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan 
Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agro Ekosistem Lahan Kering Berbasis 
Sayuran dan Palawija, (2) Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan 
Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan Mendukung Ketahanan Pangan 
Berkemandirian, (3) Pengembangan Model Kelembagaan Petani dan 
Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Program Pertanian Modern, (4) 
Optimasi Sumberdaya dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis 
Tanaman Pangan, (5) Kebijakan Subsidi Pupuk: Harga, Distribusi, dan 
Dampaknya terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Tanaman Pangan, (6) 
Kebijakan Insentif Harga Produk Pertanian Strategis Mendukung Ketahanan 
Pangan Berkemandirian, (7) Tipologi dan Penguatan Kelembagaan Petani Kecil 
dalam Rangka Transformasi Menuju Petani Komersial, (8) Pemetaan Daya 
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Saing Pertanian Indonesia, (9) Revitalisasi Kegiatan Hilirisasi Sistem Komoditas 
Pertanian sebagai Strategi Peningkatan Ekspor, (10) Efisiensi Rantai Pasok dan 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Cabai, dan Bawang Merah, 
(11) Peningkatan Akses Petani terhadap Pasar Komoditas Pertanian, (12) 
Efisiensi Rantai Pasok Komoditas Ayam Ras Pedaging dan Petelur Dalam 
Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Peternak. 

e.  Penyediaan layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu 
aktual pembangunan pertanian PSEKP 
Kegiatan analisis kebijakan (anjak) pertanian berdasarkan isu-isu aktual yang 
terjadi selama tahun 2017, dan juga berdasarkan permintaan langsung dari 
pimpinan Kementan. Selama tahun 2017 ada sebanyak 13 penelitian Anjak yang 
dilakukan, yaitu: (1) Analisis Keberadaan Surplus dan Kebutuhan Cadangan 
Pangan Pemerintah (CPP) Beras untuk Menjaga Stabilitas Harga di Tingkat 
Konsumen, (2) Analisis Konsepsi dan Strategi Implementasi UPSUS SIWAB, (3) 
Analisis Konsepsi, Implementasi dan Arah Pengembangan Asuransi Pertanian, 
(4) Model Pengembangan Produksi Pangan di Daerah Perbatasan, (5) Outlook 
Indikator Makro Sektor Pertanian 2017-2019: PDB Sektor Pertanian, (6) Telaah 
Dampak Kebijakan PPN 10% pada Gula Tebu Petani, (7) Domestik Support dan 
Tarif Yang Layak Sebagai Unsur Proteksi dan Promosi Ekspor, (8) Pemanfaatan 
Food Sustainability Index (FSI) Dan Global Food Security Index (GFSI) Untuk  
Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia, (9) Analisis Kebijakan dan 
Program Menuju Swasembada Kedelai Berkelanjutan, (10) Analisis Dampak 
Kebijakan Negatif Investasi Bidang Usaha Hortikultura, (11) Review UU 
Pertanian dan Yang Dibutuhkan Untuk Mendukung Program Pembangunan 
Pertanian, (12) Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi 
Pangan Pokok, (13) Sintesis Kebijakan Pembangunan Pertanian. 

f.   Diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian 
PSEKP memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan 
pembangunan pertanian, khususnya yang terkait dengan permasalahan sosial 
ekonomi dan kebijakan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, diseminasi 
hasil penelitian PSEKP dilaksanakan melalui penerbitan publikasi ilmiah, 
seminar rutin, Focus Group Discussion (FGD), dan lain-lainnya. Kegiatan 
diseminasi tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian para 
peneliti PSEKP maupun dari luar PSEKP tentang sosial ekonomi dan kebijakan 
pertanian, serta mengoptimalkan peran PSEKP untuk mendapatkan masukan 
dari berbagai pakar serta pihak yang kompeten terutama dengan isu aktual 
pembangunan pertanian. 
Kegiatan publikasi hasil penelitian dan analisis sosial ekonomi pertanian 
merupakan aktivitas rutin setiap tahun. Pada tahun anggaran 2017 PSEKP telah 
menerbitkan enam jenis publikasi yaitu: (1) Jurnal Agro Ekonomi (JAE) terbit dua 
kali setahun dan dicetak masing-masing 500 eksemplar untuk setiap nomor 
terbitan, (2) Forum Agro Ekonomi (FAE) terbit dua kali setahun dan dicetak 
sebanyak 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan, (3) Analisis Kebijakan 
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Tabel 10. Rekapitulasi Penilaian Sarana dan Prasarana Gedung A Kantor Pusat 
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017. 

No Komponen Skor Nilai Interval Konversi Klasifikasi 
1. Perparkiran 3,02  

 
2,51 - 3,25 

 
 
62,51 - 81,25 

 
 
B  (Baik) Total Nilai 
74,81 

2. Keamanan  3,05 

3. Kebersihan 2,98 

4. Kelistrikan 2,98 

5. Air Bersih 2,94 

Nilai Layanan Sarana dan 
Prasarana 

2,99 

 
c. Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik  

Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di 
bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertanian. 
Kegiatan pada tahun 2017 dalam rangka pencapaian tingkat kepuasan layanan 
Pengadaan barang dan jasa dengan nilai baik antara lain: 
1)   Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginput SiRUP TA 2016, Bimbingan 

Teknis SiRUP TA 2016 dan Sosialisasi Aplikasi SiRUP Versi 2. 
2)   Sosialisasi/Pelatihan Tatacara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) Dalam Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Pengadaan 
Barang/Jasa, Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Penawaran  
Jasa Konstruksi 

3)   Pembentukan Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Unit Pelaksana 
Teknis (ULP-UPT) 

4)   Penguatan Kelembagaan ULP-UPT 
5)  Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

d. Penyediaan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika 
pembangunan pertanian  

Pada tahun 2017 PSEKP melaksanakan 12 topik penelitian sosial ekonomi dan 
kebijakan pertanian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait dengan : 
(1) Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan 
Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agro Ekosistem Lahan Kering Berbasis 
Sayuran dan Palawija, (2) Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan 
Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan Mendukung Ketahanan Pangan 
Berkemandirian, (3) Pengembangan Model Kelembagaan Petani dan 
Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Program Pertanian Modern, (4) 
Optimasi Sumberdaya dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis 
Tanaman Pangan, (5) Kebijakan Subsidi Pupuk: Harga, Distribusi, dan 
Dampaknya terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Tanaman Pangan, (6) 
Kebijakan Insentif Harga Produk Pertanian Strategis Mendukung Ketahanan 
Pangan Berkemandirian, (7) Tipologi dan Penguatan Kelembagaan Petani Kecil 
dalam Rangka Transformasi Menuju Petani Komersial, (8) Pemetaan Daya 
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Gambar  17.  Screen Shoot Video Pengendalian Penyakit Virus yang 

Ditularkan oleh Wereng  Coklat 
 
Melakukan pembinaan perpustakaan digital di UK/UPT lingkup Kementerian 
Pertanian dengan melakukan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan 
berupa sosialisasi beberapa aplikasi baru yang dikembangkan oleh Pustaka 
seperti i-Tani dan IndoAgropedia, literasi informasi dan pengelolaan jabatan 
fungsional pustakawan. Kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan digital 
dengan target 10 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2017 telah 
dilakukan di 14 UK/UPT antara lain: BPTP Bali, Perpustakaan Khusus STPP 
Cibalagung, BKP3K Kecamatan Dramaga, BPTP Aceh, BPTP Sumbar, Balitbu 
Solok, SMKPP Sembawa, BPTP Jabar, BBPP Lembang, BIB Lembang, BBPPMBTPH 
Depok, Balitsa, Balithi, dan Balittri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 18.  Pembinaan perpustakaan digital di UK/UPT   
                          lingkup Kementerian Pertanian 
 

Penyusunan publikasi bibliografi dengan target 8 (delapan) judul publikasi 
bibliografi. Publikasi bibliografi (publikasi sekunder) merupakan sarana 
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Pertanian (AKP) terbit dua kali dalam setahun dan dicetak masing-masing 500 
eksemplar untuk setiap nomor terbitan, (4) Buku tematik yaitu Temuan-temuan 
Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian dicetak 300 
eksemplar, (5) Agro-Socioeconomic Newsletter, merupakan media berbahasa 
Inggris dengan frekuensi terbit tiga kali setiap tahun, masing-masing 500 
eksemplar setiap terbit, (6) Leaflet sebanyak enam judul, masing-masing 500 
eksemplar setiap terbitannya. 

g. Diseminasi inovasi dan perpustakaan 
Pembuatan materi diseminasi dalam bentuk media elektronik dengan target 6 
(enam) judul video teknologi pertanian. Realisasi yang tercapai adalah 6 (enam) 
judul video (100%) dengan judul yaitu (1) Bio Pestisida Pengendalian Hayati 
Hama dan Penyakit Utama Kedelai (2) Inovasi Teknologi Mendukung SIWAB (3) 
Pengendalian Penyakit Virus yang Ditularkan oleh Wereng Coklat (4) Smart 
Agribisnis Bawang Merah (5) Mekanisasi Modern Budidaya Cabai dan (6) 
Budidaya Tanaman Jagung. Ke-enam judul video teknologi tersebut digandakan 
dalam bentuk CD selanjutnya disebarkan ke berbagai lokasi, melalui berbagai 
kegiatan diseminasi seperti pameran dan kunjungan lapangan. Untuk lebih 
membuka kesempatan masyarakat umum untuk mengakses informasi teknologi 
pertanian, video teknologi yang telah diproduksi oleh PUSTAKA juga diunggah 
pada media sosial, yaitu disitus youtube dengan alamat 
http://www.youtube.com/user/pustakadeptan/videos. Screen Shoot video dapat 
dilihat pada gambar 1-5. 

 

 
Gambar  16. Screen Shoot Video Bio Pestisida Pengendalian   Hayati Hama dan 

Penyakit  Utama Kedelai 
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Gambar  17.  Screen Shoot Video Pengendalian Penyakit Virus yang 

Ditularkan oleh Wereng  Coklat 
 
Melakukan pembinaan perpustakaan digital di UK/UPT lingkup Kementerian 
Pertanian dengan melakukan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan 
berupa sosialisasi beberapa aplikasi baru yang dikembangkan oleh Pustaka 
seperti i-Tani dan IndoAgropedia, literasi informasi dan pengelolaan jabatan 
fungsional pustakawan. Kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan digital 
dengan target 10 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2017 telah 
dilakukan di 14 UK/UPT antara lain: BPTP Bali, Perpustakaan Khusus STPP 
Cibalagung, BKP3K Kecamatan Dramaga, BPTP Aceh, BPTP Sumbar, Balitbu 
Solok, SMKPP Sembawa, BPTP Jabar, BBPP Lembang, BIB Lembang, BBPPMBTPH 
Depok, Balitsa, Balithi, dan Balittri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 18.  Pembinaan perpustakaan digital di UK/UPT   
                          lingkup Kementerian Pertanian 
 

Penyusunan publikasi bibliografi dengan target 8 (delapan) judul publikasi 
bibliografi. Publikasi bibliografi (publikasi sekunder) merupakan sarana 
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Pertanian (AKP) terbit dua kali dalam setahun dan dicetak masing-masing 500 
eksemplar untuk setiap nomor terbitan, (4) Buku tematik yaitu Temuan-temuan 
Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian dicetak 300 
eksemplar, (5) Agro-Socioeconomic Newsletter, merupakan media berbahasa 
Inggris dengan frekuensi terbit tiga kali setiap tahun, masing-masing 500 
eksemplar setiap terbit, (6) Leaflet sebanyak enam judul, masing-masing 500 
eksemplar setiap terbitannya. 

g. Diseminasi inovasi dan perpustakaan 
Pembuatan materi diseminasi dalam bentuk media elektronik dengan target 6 
(enam) judul video teknologi pertanian. Realisasi yang tercapai adalah 6 (enam) 
judul video (100%) dengan judul yaitu (1) Bio Pestisida Pengendalian Hayati 
Hama dan Penyakit Utama Kedelai (2) Inovasi Teknologi Mendukung SIWAB (3) 
Pengendalian Penyakit Virus yang Ditularkan oleh Wereng Coklat (4) Smart 
Agribisnis Bawang Merah (5) Mekanisasi Modern Budidaya Cabai dan (6) 
Budidaya Tanaman Jagung. Ke-enam judul video teknologi tersebut digandakan 
dalam bentuk CD selanjutnya disebarkan ke berbagai lokasi, melalui berbagai 
kegiatan diseminasi seperti pameran dan kunjungan lapangan. Untuk lebih 
membuka kesempatan masyarakat umum untuk mengakses informasi teknologi 
pertanian, video teknologi yang telah diproduksi oleh PUSTAKA juga diunggah 
pada media sosial, yaitu disitus youtube dengan alamat 
http://www.youtube.com/user/pustakadeptan/videos. Screen Shoot video dapat 
dilihat pada gambar 1-5. 
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Pustaka telah melakukan pengadaan 48 judul koleksi tercetak dan 950 judul 
database jurnal online atau realisasi sebesar 105,05%. 

 
 

D.  Akuntabilitas Keuangan  
Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2017 pada awal penetapan pagu adalah 
senilai Rp1.462.092.425.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami 
penurunan menjadi senilai Rp1.446.100.068.000,- penurunan jumlah anggaran 
terutama karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 
tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Tahun Anggaran  2017 
senilai Rp2.145.000.000,- dan revisi pagu minus antar program dari program 
Sekretariat Jenderal  ke Program Badan Karantina Pertanian senilai 
Rp15.500.000.000,-. Pada tahun 2017 terdapat juga Luncuran Hibah Pengolaan 
data pertanian senilai Rp.349.744.000 ke Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian 
(PUSDATIN) dan senilai Rp1.300.000.000,- ke Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian (PSEKP).  Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 
2016 dimana pagu anggaran Sekretariat Jenderal senilai Rp1.563.096.836.000,- 
maka pada tahun 2017 ini pagu anggaran yang dimiliki Sekretariat Jenderal 
mengalami penurunan senilai Rp118.299.667.000,- atau turun sebesar 7.57%. 
Serapan anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun 2017 senilai 
Rp1.381.259.009.312,- atau sebesar 95.52%. Jika dibandingkan dengan tahun 
2016, penyerapan anggaran mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, serapan 
anggaran Sekretariat Jenderal adalah senilai Rp1.3364.639.731.286,- atau sebesar 
87,30%. Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran Sekretariat 
Jenderal selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel. 9 dibawah ini 

Tabel 11. Perkembangan Realisasi Keuangan Sekretariat Jenderal  Kementerian Pertanian   
Tahun 2017 

NO TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 2013 1.226.518.104.000 1.094.410.312.429 89,23 

2 2014 1.103.062.672.000 1.015.530.613.578 92,06 
3 2015 1.357.552.008.000 1.305.461.980.520 96,16 
4 2016 1.563.096.836.000 1.364.639.731.286 87.30 
5 2017 1.446.100.068.000 1.381.259.009.312 95.52 

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu, 2017 
 
Sedangkan tren serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 
dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:  
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penelusuran informasi untuk mempermudah pengguna perpustakaan dalam 
mencari artikel yang dibutuhkan. Publikasi sekunder yang diterbitkan Pustaka 
disebarkan bentuk cetaknya ke setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. 
Selain itu publikasi sekunder dapat pula diunduh dari web PUSTAKA, 
http://pustaka.setjen.pertanian.go.id.  
 
Publikasi bibliografi yang diterbitkan oleh Pustaka pada tahun 2017 antara lain: 
IBPI (Indeks Biologi dan Pertanian Indonesia), Abstrak Hasil Penelitian Pertanian 
Indonesia, Indonesian Agriculture Research Abstract, Bibliografi Reproduksi Sapi, 
Bibliografi Sarana dan Prasarana Pajale, Bibliografi Sarana dan Prasarana 
Kedele, Bibliografi Pertanian Organik, Bibliografi Tebu. 

 

 
Gambar 19. Tampilan tautan publikasi sekunder di web PUSTAKA 

  
Pustaka memiliki koleksi antikuariat yaitu koleksi buku-buku yang berusia ribuan 
tahun. Koleksi antikuariat ini merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai 
heritage sehingga perlu dilestarikan. Pelestarian koleksi perpustakaan dilakukan 
untuk menjaga agar koleksi antikuariat dapat terawetkan dalam bentuk digital 
melalui cara alih media (digitasi). Sebanyak 260.463 halaman koleksi antikuariat 
atau 104,19% dari target sebesar 250.000 telah terdigitasi pada tahun 2017. 
 

Pustaka menerbitkan artikel ilmiah dengan target 150 artikel ilmiah. Dari target 
150 artikel, Pustaka telah menerbitkan sebanyak 168 artikel (112%) dengan 
rincian: Buku Komoditas Pertanian "Aneka Kacang" terbit memuat 16 artikel, 
Topik "Sapi & Kerbau" memuat 20 artikel, Topik "Cabai" memuat 21 artikel, Topik 
"Bawang Merah" memuat 20 artikel, topik Padi memuat 23 artikel, topik Jagung 
memuat 18 artikel, Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol.26 (1-2) 2017 memuat 10 
artikel dan 40 judul folder. 

 
PUSTAKA merencanakan pengembangan 950 judul koleksi perpustakaan melalui 
pengadaan koleksi tercetak maupun database online/offline. Pada tahun 2017 
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 Gambar 21. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Sekretariat Jenderal  

Kementan  2017 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 
249/2011. 

Berdasarkan Gambar 14 diatas, capaian nilai kinerja Sekretariat Jenderal Kementan 
pada tahun 2017 adalah sebesar 89,18% atau termasuk kedalam kategori  baik. 
Persentase capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Kementan tahun 2017 
berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat 
dapat dijelaskan sebagai berikut :  
1.   Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 89,18 
2.    Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas  Rencana Penarikan 

Dana (RPD) Awal adalah 97,65 
3.    Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas   Rencana Penarikan 

Dana (RPD) Revisi adalah 95,55 
4.   Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 101,11 
5.   Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 5,4 

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 
249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan 
menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut: 
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Gambar 20. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir  

 
Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun 
(2013-2017)  menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran tahun 2013 
sebesar 89,23%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 92,06% dan pada tahun 2016 
meningkat lagi menjadi 96,24% . Pada tahun 2016 tren serapan menurun menjadi 
87,30%, hal ini karena adanya selfblocking pada tahun 2016 senilai 
Rp157.040.000.000,- atau sebesar 10,05% dari total anggaran tahun 2016 yang 
berakibat penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Serapan anggaran pada 
tahun 2017 sebesar 95,52%  

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2017 selanjutnya 
dialokasikan untuk mendanai 7 Biro, 4 Pusat dan 4 Atase Pertanian di luar negeri.  
 
E.   Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya 
Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya 
adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia 
yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang 
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit 
kerja.  

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 
2017 sebesar 95,52%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya 
anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 
2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011),  Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana 
Gambar 14 berikut:  
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Tabel 12. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja 

No Rekomendasi perbaikan 
Waktu 

pelaksanaan 
Penanggung 

jawab 

Ànggaran yang 
dibutuhkan        

(Rp) 

 Nilai Kualitas pelayanan Publik Sekretariat  Jenderal Kementerian  Pertanian (IKM) 

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan 
Informasi Publik Juli 2018 Biro Humas IP 

  
269.429.000 

 

2 

 Penyempurnaan/ Optimasi 
Modul Aplikasi Pendukung 
Informasi Publik 
 

Februari – 
Desember 2018 

Biro Humas IP 180.000.000 

3 FGD/Publik Hearing/Uji 
Konsekwensi 

Februari 2018, 
Mei 2018, 
November 2018 

Biro Humas IP 251.400.000 

4 
Rapat Koordinasi Nasional PPID 
Kementerian Pertanian 
 

April 2018 Biro Humas IP 529.121.000 

5 

Penyusunan Kuesioner untuk 
Survei Kepuasan Masyarakat 
terhadap layanan bidang 
Kehumasan, Protokol dan 
Pengelolaan Informasi Publik 
 

Februari – Maret 
2018 

Biro Humas IP 20.310.000 

6 Pengembangan Sistem 
Manajemen Mutu 

Februari-Maret 
2018 

PVTPP 851.500.00 

Total anggaran yang dibutuhkan  10.800.322.000 
 
Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel 13 diatas sebanyak 6 
rencana aksi perbaikan, dimana masing-masing rencana aksi perbaikan memiliki 
waktu pelaksanaan, penanggung jawab serta anggaran yang dibutuhkan. Total 
anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut ini adalah 
senilai Rp10.800.322.000,- dan dialokasikan pada DIPA tahun 2018. Seluruh 
rencana aksi ini penting untuk dilakukan mulai dari awal tahun 2018 agar 
pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat lebih baik 
dibanding tahun 2017. Rencana aksi perbaikan ini disusun berdasarkan akar 
permasalahan atas permasalahan terkait pencapaian kinerja yang terjadi pada tahun 
2017. Tentunya, rencana aksi perbaikan ini tidak disusun untuk setiap IKSP 
melainkan diprioritaskan kepada IKSP dengan realisasi kinerja yang masih dibawah 
target yang ditentukan. Adapun IKSP lain yang telah sama atau bahkan melampaui 
target perlu terus dipertahankan agar minimal kinerja tahun 2018 akan sama dengan 
kinerja tahun 2017 untuk IKSP yang sama. Komitmen dari pimpinan maupun seluruh 
unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi ini agar perbaikan 
yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak yang ditimbulkan atas upaya 
perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam meningkatkan kinerja Sekretariat 
Jenderal tahun 2018. 
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NE = 50% + (E/20 x 50) 
Dimana : 
NE = Nilai Efisiensi 
E = Efisiensi  
 

Persentase capaian kinerja Sekretariat Jenderal  tahun 2017 dalam hal efisiensi 
adalah mencapai 5,4  Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :  

 NE = 50% + (5,42%/20 x 50) 
       = 0,5 + (0,0542/20 x 50) 
       = 0,5 + 0.135 
       = 0,635 atau 63,6% 

Berdasarkan penghitungan tersebut,  koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran 
Sekretariat Jenderal pada tahun 2017 adalah 63,6%. 

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja 
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, dari anggaran tahun 2017, 
Sekretariat Jenderal sementara mampu mencapai target 2 dari 3 indikator pada 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah diketahui nilai pencapaian kinerjanya. 
Pencapaian kedua indikator tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian  
tahun 2016. Untuk Indikator Kerjasama Yang Ditindaklanjuti mampu mencapai 150 
% dari target 82% atau dapat mencapai kinerja sebesar 182,9 naik sebesar 79,24 
dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 103.66. Indikator Nilai 
Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui (IKM) pada tahun 2017 mampu 
mencapai nilai 83,10 dari target 82 atau kinerja sebesar 101.34%. Sedangkan untuk 
nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan dan Nilai Reformasi 
Birokrasi sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi 
RB dan Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.  
 
F. Rencana Aksi Perbaikan 

Pencapaian kinerja tahun 2017 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang 
dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2016, karena pada prinsipnya pengelolaan 
kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu (continuous 
improvement). Untuk itu, dalam rangka memperbaiki kinerja tahun 2018 maka perlu 
dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau kendala yang muncul dalam 
pengelolaan kinerja tahun 2017. Rekomendasi upaya perbaikan disusun 
berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas permasalahan yang ada, sehingga 
diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 
Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti ditunjukkan pada 
tabel berikut ini. 

 

* Catatan: 
 
Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan 
asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L 
dalam formula efisiensi sebesar -20% dan 
nilai maksimalnya sebesar 20%.  Oleh 
karena itu, perlu dilakukan transformasi skala 
efisiensi agar diperoleh range nilai yang 
berkisar 0% sampai dengan 100%. 
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Tabel 12. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja 

No Rekomendasi perbaikan 
Waktu 

pelaksanaan 
Penanggung 

jawab 

Ànggaran yang 
dibutuhkan        

(Rp) 

 Nilai Kualitas pelayanan Publik Sekretariat  Jenderal Kementerian  Pertanian (IKM) 

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan 
Informasi Publik Juli 2018 Biro Humas IP 

  
269.429.000 

 

2 

 Penyempurnaan/ Optimasi 
Modul Aplikasi Pendukung 
Informasi Publik 
 

Februari – 
Desember 2018 

Biro Humas IP 180.000.000 

3 FGD/Publik Hearing/Uji 
Konsekwensi 

Februari 2018, 
Mei 2018, 
November 2018 

Biro Humas IP 251.400.000 

4 
Rapat Koordinasi Nasional PPID 
Kementerian Pertanian 
 

April 2018 Biro Humas IP 529.121.000 

5 

Penyusunan Kuesioner untuk 
Survei Kepuasan Masyarakat 
terhadap layanan bidang 
Kehumasan, Protokol dan 
Pengelolaan Informasi Publik 
 

Februari – Maret 
2018 

Biro Humas IP 20.310.000 

6 Pengembangan Sistem 
Manajemen Mutu 

Februari-Maret 
2018 

PVTPP 851.500.00 

Total anggaran yang dibutuhkan  10.800.322.000 
 
Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel 13 diatas sebanyak 6 
rencana aksi perbaikan, dimana masing-masing rencana aksi perbaikan memiliki 
waktu pelaksanaan, penanggung jawab serta anggaran yang dibutuhkan. Total 
anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut ini adalah 
senilai Rp10.800.322.000,- dan dialokasikan pada DIPA tahun 2018. Seluruh 
rencana aksi ini penting untuk dilakukan mulai dari awal tahun 2018 agar 
pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat lebih baik 
dibanding tahun 2017. Rencana aksi perbaikan ini disusun berdasarkan akar 
permasalahan atas permasalahan terkait pencapaian kinerja yang terjadi pada tahun 
2017. Tentunya, rencana aksi perbaikan ini tidak disusun untuk setiap IKSP 
melainkan diprioritaskan kepada IKSP dengan realisasi kinerja yang masih dibawah 
target yang ditentukan. Adapun IKSP lain yang telah sama atau bahkan melampaui 
target perlu terus dipertahankan agar minimal kinerja tahun 2018 akan sama dengan 
kinerja tahun 2017 untuk IKSP yang sama. Komitmen dari pimpinan maupun seluruh 
unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi ini agar perbaikan 
yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak yang ditimbulkan atas upaya 
perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam meningkatkan kinerja Sekretariat 
Jenderal tahun 2018. 
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NE = 50% + (E/20 x 50) 
Dimana : 
NE = Nilai Efisiensi 
E = Efisiensi  
 

Persentase capaian kinerja Sekretariat Jenderal  tahun 2017 dalam hal efisiensi 
adalah mencapai 5,4  Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :  

 NE = 50% + (5,42%/20 x 50) 
       = 0,5 + (0,0542/20 x 50) 
       = 0,5 + 0.135 
       = 0,635 atau 63,6% 

Berdasarkan penghitungan tersebut,  koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran 
Sekretariat Jenderal pada tahun 2017 adalah 63,6%. 

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja 
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, dari anggaran tahun 2017, 
Sekretariat Jenderal sementara mampu mencapai target 2 dari 3 indikator pada 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah diketahui nilai pencapaian kinerjanya. 
Pencapaian kedua indikator tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian  
tahun 2016. Untuk Indikator Kerjasama Yang Ditindaklanjuti mampu mencapai 150 
% dari target 82% atau dapat mencapai kinerja sebesar 182,9 naik sebesar 79,24 
dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 103.66. Indikator Nilai 
Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui (IKM) pada tahun 2017 mampu 
mencapai nilai 83,10 dari target 82 atau kinerja sebesar 101.34%. Sedangkan untuk 
nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan dan Nilai Reformasi 
Birokrasi sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi 
RB dan Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.  
 
F. Rencana Aksi Perbaikan 

Pencapaian kinerja tahun 2017 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang 
dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2016, karena pada prinsipnya pengelolaan 
kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu (continuous 
improvement). Untuk itu, dalam rangka memperbaiki kinerja tahun 2018 maka perlu 
dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau kendala yang muncul dalam 
pengelolaan kinerja tahun 2017. Rekomendasi upaya perbaikan disusun 
berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas permasalahan yang ada, sehingga 
diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 
Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti ditunjukkan pada 
tabel berikut ini. 

 

* Catatan: 
 
Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan 
asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L 
dalam formula efisiensi sebesar -20% dan 
nilai maksimalnya sebesar 20%.  Oleh 
karena itu, perlu dilakukan transformasi skala 
efisiensi agar diperoleh range nilai yang 
berkisar 0% sampai dengan 100%. 
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BAB IV  
PENUTUP 

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian telah menetapkan satu sasaran strategis dalam dokumen Penetapan 
Kinerja Tahun 2017. Adapun sasaran strategis tersebut adalah: Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan 
Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian, dengan 
indikator kinerja: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 
Kementerian Pertanian dengan target 81; (2) Opini Laporan Keuangan Kementerian 
Pertanian, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) Nilai Reformasi 
Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 74; (4) Kesepakatan Kerjasama 
Luar Negeri yang Ditindaklanjuti, dengan target 82%; (5) Nilai Kualitas Pelayanan 
Publik  (IKM) Kementerian Pertanian, dengan target 82; (6) Nilai Kualitas Pelayanan 
Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan target 82. 
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 
2017, dari 6 indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 
2017 yang sudah keluar nilainya baru 3 indikator, yaitu Nilai Kesepakatan Kerjasama 
Luar Negeri yang Ditindaklanjuti, Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementerian 
Pertanian (IKM) dan Nilai Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian (IKM). Dari ketiga indikator tersebut, satu indikator tidak 
mencapai target, yaitu Nilai Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian.  Sedangkan untuk ketiga indikator lainnya yaitu Nilai 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pertanian dan Opini Laporan Keuangan sampai dengan akhir Januari 
2018 belum diketahui nilai capaiannya. Apabila ketiga Indikator tersebut telah keluar 
nilainya, maka  akan dilakukan revisi terhadap Laporan Kinerja ini. Keberhasilan 
capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh 
Sekretariat Jenderal berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan 
anggaran. Jumlah SDM Sekretariat Jenderal tahun 2017 yang tersebar di 7 Biro dan 
4 Pusat adalah 1.320 orang. Adapun dari total anggaran  Sekretariat Jenderal Rp. 
1.446.100.068.000,-. dimana senilai Rp855.725.000.000,- (59,17%) dialokasikan 
untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2017 
dengan serapan anggaran untuk pembayaran Tukin senilai Rp846.801.770.722,- 
(98,96%). Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2017 adalah senilai 
Rp1.381.259.009.312 (95,52%) . 

Untuk sementara hanya 2 indikator yang capaian kinerjanya sudah dapat dikatakan 
berhasil,  diharapkan dari ketiga indikator yang belum diketahui nilainya yaitu Nilai 
AKIP, Nilai RB dan Nilai Opini Laporan Keuangan juga dapat mencapai target yang 
diharapkan.  
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BAB IV  
PENUTUP 

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian telah menetapkan satu sasaran strategis dalam dokumen Penetapan 
Kinerja Tahun 2017. Adapun sasaran strategis tersebut adalah: Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan 
Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian, dengan 
indikator kinerja: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 
Kementerian Pertanian dengan target 81; (2) Opini Laporan Keuangan Kementerian 
Pertanian, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) Nilai Reformasi 
Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 74; (4) Kesepakatan Kerjasama 
Luar Negeri yang Ditindaklanjuti, dengan target 82%; (5) Nilai Kualitas Pelayanan 
Publik  (IKM) Kementerian Pertanian, dengan target 82; (6) Nilai Kualitas Pelayanan 
Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan target 82. 
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 
2017, dari 6 indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 
2017 yang sudah keluar nilainya baru 3 indikator, yaitu Nilai Kesepakatan Kerjasama 
Luar Negeri yang Ditindaklanjuti, Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementerian 
Pertanian (IKM) dan Nilai Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian (IKM). Dari ketiga indikator tersebut, satu indikator tidak 
mencapai target, yaitu Nilai Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian.  Sedangkan untuk ketiga indikator lainnya yaitu Nilai 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pertanian dan Opini Laporan Keuangan sampai dengan akhir Januari 
2018 belum diketahui nilai capaiannya. Apabila ketiga Indikator tersebut telah keluar 
nilainya, maka  akan dilakukan revisi terhadap Laporan Kinerja ini. Keberhasilan 
capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh 
Sekretariat Jenderal berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan 
anggaran. Jumlah SDM Sekretariat Jenderal tahun 2017 yang tersebar di 7 Biro dan 
4 Pusat adalah 1.320 orang. Adapun dari total anggaran  Sekretariat Jenderal Rp. 
1.446.100.068.000,-. dimana senilai Rp855.725.000.000,- (59,17%) dialokasikan 
untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2017 
dengan serapan anggaran untuk pembayaran Tukin senilai Rp846.801.770.722,- 
(98,96%). Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2017 adalah senilai 
Rp1.381.259.009.312 (95,52%) . 

Untuk sementara hanya 2 indikator yang capaian kinerjanya sudah dapat dikatakan 
berhasil,  diharapkan dari ketiga indikator yang belum diketahui nilainya yaitu Nilai 
AKIP, Nilai RB dan Nilai Opini Laporan Keuangan juga dapat mencapai target yang 
diharapkan.  
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Lampiran 2. 

No. BIRO/PUSAT PAGU REALISASI %

1 Biro Humas dan Informasi 
Publik

43,042,000,000 41,303,429,662 95.96

2
Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian

54,222,244,000 52,000,033,190 95.90

3
Pusat Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian (PSEKP)

36,659,799,000 34,064,873,087 92.92

4
Pusat Perpustakaan dan 
Penyebaran Teknologi 
Pertanian (PUSTAKA)

27,396,014,000 26,324,546,859 96.09

5 Biro Perencanaan 44,529,500,000 44,194,933,359 99.25

6 Biro Organisasi dan 
Kepegawaian

25,145,500,000 24,724,806,787 98.33

7 Biro Keuangan dan 
Perlengkapan

961,987,811,000 934,520,645,818 97.14

8 Biro Hukum 18,509,900,000 17,165,646,273 92.74

9 Biro Umum dan Pengadaan 181,438,100,000 154,821,442,217 85.33

10 Biro Kerjasama Luar Negeri 25,286,100,000 24,974,836,177 98.77

11
Pusat Perlindungan dan 
varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian

27,883,100,000 27,163,815,883 97.42

Sumber: SMART PMK Kemenkeu TA.2017

PAGU DAN SERAPAN ANGGARAN BIRO/PUSAT                             
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL TA. 2017
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas 
pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 
2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk 
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama 
tahun 2017.   

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. 
Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat 
Jenderal Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dijelaskan 
upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan 
program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2017.   

Dalam upaya merealisasikan good governance, Sekretariat Jenderal telah 
melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, 
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 
Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019.  

Visi Sekretariat Jenderal adalah Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam 
Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administratif Kementerian. Untuk 
mewujudkan visi tersebut diatas, Misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) 
Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan 
yang baik; (2) Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan 
profesional.  
 
Dengan ditetapkannnya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan 
penyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan 
prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan.  Sebagai dukungan 
terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pertanian  adalah Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan 
Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan 

Sasaran Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan 
serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup 
Kementan. 
Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2017 
menetapkan 1 sasaran program dengan 6 indikator kinerja. Indikator Kinerja 
Sasaran Program yang dimaksud adalah: (1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian, 
dengan indikator keberhasilan SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 81; (2) 
Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan indikator keberhasilan 
laporan keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) 
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